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MOTTO

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."
(Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari
Abu Sa'id al-Khudri)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman
transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin

adalah sebagai berkut:

Huruf Arab| Nama Huruf Latin Nama

\ Alif d”a;;gii‘ékan Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S Es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan ha

2 Dal D De

5 Zal Z Zet (dengan titik di atas)

D Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

B Syin Sy Es dan ye
o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad D De (dengan titik di bawah)
Lk Ta T Te (dengan titik di bawah)
L Za Z Zet (dengan titik di bawah)
g ‘ain Koma terbalik di atas

a Gain G Ge

s Fa F Ef

A3 Qaf Q Ki

S Kaf K Ka

J Lam L El

e Mim M Em
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o Nun N En

) Wau W We

° Ha H Ha

3 Hamzah L Apostrop
$ Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah I I
Dammah U U
Contoh:

No Kata Bahasa Arab Transiterasi

1. i Kataba

2 <3 Zukira

3. caly Yazhabu

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Nama Gabungan Huruf Nama
Hurgf
s...) Fathah dan ya Al adani
5. Fathah dan wau Au adan u
Contoh :

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. —aS Kaifa

2. dss Haula




3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
s.. Fathah dan alif A a dan garis di atas
atau ya
s..) Kasrah dan ya I i dan garis di atas
5o Dammah dan U u dan garis di atas
wau
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. Ja Qala
2. Ja Qila
3. Js& Yaqilu
4, ) Rama

4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau
dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :
No Kata thasa Arab Transliterasi
1. Jubayl Ay Raudah al-atfal
2. sl Talhah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.



Contoh :

No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. (& Rabbana
2. I Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu J.
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh
huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti

dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. dasll Ar-rajulu
2. Jall Al-Jalalu
7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena

dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. s Akala

2. Osals Ta'khuziina
3. sill An-Nau'u

Xi




8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital,
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku
dalam EYD vyaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal
atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
Jsm Y] anaa e Wa ma Muhammdun i1l rasul
Cpadlall ) dilaeal) Al-hamdu lillahi rabbil 'alamina

9. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.
Contoh :

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

X . Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin /
OB s sed U o) ‘ ' _
Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin

L Fa aufu al-Kaila wa al-mizana / Fa
O el s JSI) 1 58518

auful-kaila wal mizana
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ABSTRAK

Shela Octavia, Nim : 162111317 “Penerapan Akad Jjarah Pada
Pembiayaan Multijasa Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-
MUI/1V/2000 Tentang Pembiayaan Jjarah Di BMT Center Kube
Karanganyar” Penerapan pembiayaan Jjarah multijasa di BMT Center Kube
Karanganyar menggunakan akad Zjarah. Dimana BMT Center Kube Karanganyar
bertindak sebagai mu’ajjir dan anggota bertindak sebagai musta’jir. Pelayanan
jasa yang diberikan BMT Center Kube Karanganyar untuk memenuhi kebutuhan
anggotanya di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ketenagakerjaan dan
biaya konsumtif lainnya. Tujuan penelitianini yaitu untuk mengetahui penerapan
akad jjarah pada pembiayaan multijasa di BMT Center Kube Karanganyar dan
untuk mengetahui realisasi penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor Nomor 09/DSN-
MUI/1V/2000.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan
lokasi penelitian di BMT Center Kube Karanganyar. Maksud dari penelitian
kualitatif lapangan yaitu penelitian yang dinyatakan responden secara lisan dan
perilaku nyata di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu
pertama sumber data primer (secara langsung) hasil dari wawancara. Kedua
sumber data sekunder (tidak langsung) berupa dokumen-dokumen, buku, catatan
dan sebagainya.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan
pembiayaan Jjarah pada pembiayaan multijasa di BMT Center Kube Karanganyar
belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/1V/2000.
Penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 bertujuan
untuk mengetahui lebih dalam terkait pemenuhan rukun akad ijarah pada
pembiayaan multijasa yang dilakukan di BMT. Dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa BMT tidak melaksanakan kewajibannya menyediakan objek pada saat
akad ditandatangani, padahal kedudukan objek merupakan rukun yang harus
dipenuhi dalam akad. Sehingga penerapannya belum sesuai dengan Fatwa DSN-
MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Kata Kunci : Akad Jjarah, Pembiayaan Multijasa, Fatwa DSN-MUI
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ABSTRACT

Shela Octavia, Nim : 162111317, “The Implementation of Multi-service
Tjarah Agreement Based on DSN-MUI Fatwa Number 09/DSN-MUI/IV/2000
about Multi-Service Financing at BMT Center Kube Karanganyar”.

The implementation of multi-service jjarah financing at BMT Center Kube
Karanganyar uses jjarah agreement. Therefore BMT Center Kube Karanganyar
acts as mu'ajjir and members act as mustajir. Services provided by BMT Center
Kube Karanganyar to meet the needs of members in the fields of education,
health, tourism and other consumer costs.The purpose of this study is to determine
the implementation of ijarah agreement in multi-service financing at BMT center
kube Karanganyar and to determine the realization Of DSN-MUI Fatwa Number
44/DSN-MUI/VIII/2004 in a multi-service financing agreement at BMT Center
kube Karanganyar.

This research uses a qualitative field research method with the location of the
research at BMT Center Kube Karanganyar, it’s mean the qualitative field
research is the research that the respondents stated verbally and real behavior in
the field. There are two data sources in this study: firstly the primary data source
(directly) results from interviews. The second source of secondary data (indirect)
in the form of documents, books, notes and etc.

The research of this result showed that the implementation of multi-service
degree financing at BMT Center Kube Karanganyar is not in accordance with the
provisions of the DSN-MUI fatwa number 09/DSN-MUI/IV/2000 because BMT
does not carry out its obligation to provide objects before the agreement is signed.
While the determination of the ujrah determined at the beginning with the
percentage formula which is nominalized as in accordance with the provisions of
the fatwa DSN-MUI number 44/DSN-MUI/VII/2004multi-service  ijarah
financing.

Keywords:Akad 7jarah, Multi-service financing, DSN-MUI fatwa.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama
dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah
bung Hatta yang dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia sampai saat ini.!
Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan, koperasi diawasi oleh
Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah (Kemenkop UKM).
Merespon kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka
berdirilah koperasi syariah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Koperasi
syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang
bergerak di bidang simpan pinjam dalam bentuk tabungan dan pembiayaan yang
diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah. Dasar hukum yang
melatarbelakangi berdirinya koperasi syariah salah satunya, yaitu lahirnya
Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor
91/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Koperasi Jasa Keuangan Syariah.> Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang
pada tahun 2013 yang menyatakan bergantinya status KJKS menjadi Koperasi
Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sebelum muncul banyak BMT di

Indonesia yang menamai dirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

! Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet. ke-19, (Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2018), him. 252

Abdulah Safe’l, Koperasi Syariah: “Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya
dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”, Media Syariah, Vol. 14, No. 1, Januari-Juli 2012,
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, him. 40



Sejak muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) maka BMT dan Lembaga Keuangan lainnya yang
sejenis diamanatkan untuk memperoleh izin dan usaha Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) paling lama 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang LKM berlaku (sejak 8
Januari 2015).> Kemenkop UKM membuat surat edaran agar BMT-BMT yang
berbadan hukum koperasi dan menamai dirinya KJKS supaya beralih menjadi
sesuai dengan Permenkop Nomor 16 tahun 2016, adalah koperasi yang kegiatan
usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip
syariah, termasuk mengelola zakat, infag/sedekah dan wakaf. Prinsip syariah yang
dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ualam Indonesia
(DSN-MUI).*

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro, LKSM di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Mal Wat
Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang
secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia. Peraturan tersebut, sesuai dengan nomor
16/Per/M.KUKM/1X/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan
pembiayaan syariah oleh koperasi, perihal perizinan, pendirian, pengawasan dan

pembinaan badan koperasi jenis harus dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan

SArdito Bhinandi, Muamalah Syar’iyyah Hidup Barokah, cet. ke-1, (Yogyakarta:
Deepublish, 2018), him. 146

*Ibid.



penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa BMT merupakan lembaga keuangan
mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi
dibawah pengawasan kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah.’
Dengan mayoritas penduduk muslim yang memiliki rata-rata perekonomian
menengah ke bawah, keberadaan BMT ini sangat membantu masyarakat yang
belum bisa dijangkau bank syariah.

Perkembangan BMT di Indonesia tidak lepas dari besarnya porsi
masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia. Dari total sekitar 265 juta
penduduk, 40 persen merupakan masyarakat kelas menengah dan 20 persen
digolongkan sebagai kelas bawah, ditambah sebanyak kurang lebih 25,67 juta
jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66 persen jumlah penduduk.
Berdasarkan angka tersebut maka diperlukan pengembangan ekonomi umat yang
sesuai untuk mayoritas masyarakat, yaitu melalui KUMKM dan optimalisasi dana
sosial Islam. Inilah yang menjadikan keberadaan BMT relevan dan sangat
diterima oleh masyarakat Indonesia.® Kementrian Koperasi dan UKM menilai
BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) memiliki peran strategis dalam mewujudkan
target Indonesia menjadi basis keuangan ekonomi syariah pada tahun 2024,

dimana jumlah BMT sekarang sudah mencapai lebih dari 5.000 unit.” BMT

*Abdul Rasyid, Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia,
https://business-law.binus.ac.id, maret 2017, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 jam 12.00
WIB.

®Komite Nasional Keuangan Syariah, Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah
Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), 01 April 2019, https://knks.go.ig, diakses pada 20
Februari 2020 jam 10.30 WIB.

'Rifki Danang Setiaji, Kemenkop dan UKM Minta BMT Kembangkan Layanan
Keuangan, globalnews.id, www.depkop.go.id, 7 november 2019, diakses pada 20 Februari 2020
jam 08.00 WIB.
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sebagai diharapkan terus mengembangkan layanan keuangan di antaranya melalui
financial technology (fintech). Berdasarkan Global Islamic Finance Report 2019
yang dikeluarkan oleh Cambridge Institute of Islamic Finance yang berpusat di
Inggris, Indonesia telah berhasil mencapai Indeks Pasar Keuangan Syariah Global
tahun 2019 (Islamic Finance Country Index/IFCI) dengan sekor 81,93 atau
menempati peringkat tertinggi.® Sehubung dengan hal ini Deputi Bidang
Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati dalam acara Silatnas
Perhimpunan BMT Indonesia di Sleman, Rabu (6/11/2019) mengatakan bahwa
perhimpunan BMT perlu terus meningkatkan kapasitas anggotanya dalam
penerapan sistem IT.?

Sependapat dengan peningkatan sistem IT yang telah dijelaskan, dalam hal
ini  BMT Center Kube Karanganyar juga telah memanfaatkan kecanggihan
teknologi dengan menggunakan IBS (Intregated Micro Banking System) yang
berfungsi untuk menginput data-data anggota yang digunakan dalam transaksi
pembiayaan maupun simpanan. Di dalamnya juga terdapat aplikasi BMT-Mobile
yang sangat memudahkan anggota melakukan akses dan bertransaksi apapun yang
diinginkan seperti membayar tagihan listrik, mengisi pulsa, top up, transfer,
melihat riwayat pinjaman dan lain-lain.*°

BMT Center Kube Karanganyar merupakan salah satu Koperasi Jasa

Keuangan Syariah yang berada di Kabupaten Karanganyar. BMT ini merupakan

®Ibid.
°Ibid.

YArifiyani Hidayati, Supervisior Marketing, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 3 Maret
2020, jam 10.00 WIB



kantor pusat yang memiliki empat kantor cabang yang terletak di beberapa
wilayah Kecamatan Kabupaten Karanganyar. Di antaranya yaitu terletak di
Kecamatan Jaten, Kebakkeramat, Tawangmangu dan Jumantono.™

Layanan produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Center Kube sangat
beragam, vyaitu Qardul Hasan (pembiayaan untuk kebaikan), Murabahah
(pembiayaan dengan akad jual beli), Mudarabah (pembiayaan modal usaha 100%
dari sohibul mal), Musyarakah (pembiayaan dengan akad kerja sama), Jjarah
(pembiayaan dengan akad sewa barang atau jasa) Jjarah terbagi menjadi tiga
pembiayaan, yaitu Zjarah murni (sewa-menyewa), ljarah Muntahiya Bittamlik
(akad sewa yang diakhiri dengan akad beli) dan Zjarah multijasa (pelayanan di
bidang jasa).'

Pengertian pembiayaan multijasa menurut buku Pedoman Akad Syariah
(PAS BMT Indonesia) yaitu pembiayaan yang diberikan anggota untuk
memperoleh manfaat suatu jasa.”> Multijasa juga merupakan solusi pembiayaan
yang tidak bisa dijangkau oleh pembiayaan lain. Pembiayaan ini diberikan oleh
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada anggota dalam memperoleh manfaat
atas suatu jasa.** Jasa yang dimaksud di sini adalah jasa yang disediakan dan

dikerjakan oleh LKS, bukan jasa yang disediakan dan dikerjakan oleh sekolah

"“Brosur BMT Center Kube Karangnyar
“Catur Heri P, Wawancara Pribadi, HRD, Pada tanggal 2 Maret 2020, jam 13.00 WIB.

Bpedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia, cet. ke-1, (Perhimpunan
BMT Indonesia, 2014), him.27

¥Ahmad Ifham Sholihin, Ini Loh, Bank Syariah!, (Bandung: PT Karya Kita, 2008), him.
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ataupun rumah sakit.™ Melalui produk multijasa BMT mendapat kemudahan
mengelola likuiditasnya karena dapat menyalurkan pembiayaan dengan
memenuhi kebutuhan anggota terhadap jasa-jasa yang dibenarkan secara syariah.
Sementara bagi nasabah, produk multijasa ini menjadi sumber dana untuk
kebutuhan akan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan dan jasa
lainnya.'® Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/V111/2004,
pembiayaan multijasa dapat dilakukan dengan menggunakan akad jjarah dan
katalah.

Pembiayaan multijasa di BMT Center Kube menggunakan akad ijarah
dimana BMT hanya menyediakan dana dan anggota mencari/membayarkan
barang/kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan yang
ditandatangani dalam akad tanpa menyertakan akad wakalah. BMT tidak
berkomunikasi ataupun menjalin kerjasama dengan pihak ketiga terkait pelayanan
jasa yang diberikan.*” Hal ini sebagaimana dikatakan Bapak Catur selaku HRD
yang mengatakan kerjasama BMT hanya dilakukan kepada dengan Bank
Muamalat kantor cabang Solo, Bank Tabungan Negara kantor cabang syariah
Solo, Bank Syariah Mandiri kantor cabang Solo, dan Bank Jateng Syariah kantor
cabang Solo. Sampai saat ini belum ada kerjasama dengan instansi penyedia

layanan pendidikan ataupun kesehatan. Dalam praktiknya BMT Center Kube

Y Ajeng Marathus Sholihah, “Penerapan Akad Jjarah pada Pembiayaan Multijasa dalam
Prespektif Hukum Islam”, Jurnal Az-Zarga’, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta), Vol. 6, Nomor 1, 2014, him. 111

Rachmadi Usman, Produk Akad Perbankan Syariah, di Indonesia (Implementasi dan
Aspek Hukum), (PT Citra Aditya Bakti, 2009), him. 252

YCatur Heri P, HRD, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 2 Maret 2020, jam 13.00 WIB.



selaku penyedia jasa hanya memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan anggota,
dimana penandatanganan dilakukan di awal sebelum BMT menjalin kerjasama
dengan pihak ketiga dan juga tidak menyertakan akad wakalah kepada anggota
terkait penggunaan dana. Sehingga membuat objek pembiayaan menjadi kurang
jelas. Dalam fatwa DSN-MUI nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang
pembiayaan multijasa menjelelaskan bahwa pembiayaan multijasa dapat
menggunakan akad ijarah ataupun kafalah. Jika menggunakan akad jjarah maka
harus memenuhi segala ketentuan yang ada di dalam fatwa ijarah dan jika
menggunakan akad kafalah maka harus memenuhi segala ketentuan yang akad
didalam Fatwa kafalah. Berhubung BMT Center Kube menggunakan akad ijarah
pada pembiayaan multijasa, maka harus berpedoman pada ketentuan Fatwa DSN-
MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.™®

Menurut Fatwa DSN-MUI  Nomor09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan ijarah ketentuan pertama, rukun dan syarat jjarah dijelaskan bahwa
ketika akad dilakukan harus ada sighat ijarah yaitu ijab dan gabul berupa
pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), pihak-pihak yang
berakad terdiri atas BMT Center Kube Karanganyar selaku pemberi sewa/pemberi
jasa  (mu’ajjir) dan anggota pembiayaan jarah multijasa  selaku
penyewa/pengguna jasa (musta Jjir), objek akad ijarah adalah manfaat barang dan

sewa atau manfaat jasa dan upah.'® Dalam pelaksanaan akad jarah harus ada

¥Djyan Wiyono, Kabag Pembiayaan, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 2 Maret 2010
jam 13.00 WIB

YHimpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Penerbit:
Erlangga, 2014), him. 94-95



keterkaitan kerjasama anatara pihak LKS selaku penyedia dana dan penyewa yang
akan menyewakan kembali asetnya kepada anggota dengan pihak yang
memberikan sewa aset tersebut.*® Maka seharusnya sebelum melakukan akad
dengan anggota, BMT melakukan kerjasama terlebih dahulu degan pihak
penyedia layanan jasa yang dibutuhkan anggota. Objek dari pembiayaan ijarah
multijasa adalah manfaat dari jasa yang telah disediakan dan dikerjakan BMT
dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya. Dari jasa yang telah dilakukan
ini, BMT berhak memperoleh ujrah atau fee.

Ujrah atau fee pada pembiayaan multijasa ditentukan berdasarkan
kesepakatan di awal akad yang dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam
bentuk persentase.?! Sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-
MUI/V111/2004 tentang pembiayaan multijasa ketentuan umum poin lima. Dalam
praktiknya BMT Center Kube menggunakan persentase yang diubah menjadi
nominal dalam penentuan ujrahnya.??

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Akad Jjarah Pada Pembiayaan
Multijasa Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/1V/2000

Tentang Pembiayaan Jjarah Di BMT Center Kube Karanganyar”.

®Ajeng Marathus Sholihah, “Penerapan Akad Jjarah pada Pembiayaan Multijasa dalam
Prespektif Hukum Islam”... him. 105

?!Rachmadi Usman, Produk Akad Perbankan Syariah, di Indonesia (Implementasi dan
Aspek Hukum)... hlm. 253

*’Catur Heri P, HRD, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 2 Maret 2020, jam 13.00 WIB.



Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan alasan pada latar belakang sebelumnya maka ada dua

rumusan masalah.

1.

Bagaimana penerapan akad jjarah pada pembiayaan multijasa di BMT Center
Kube Karanganyar?

Bagaimana realisasi penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-
MUI/IV/2000 dalam akad jjarah pada pembiayaan multijasa di BMT Center

Kube Karanganyar?

Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan dalam penelitian ini, yakni:

Untuk mengetahui penerapan akad jjarah multijasa di BMT Center Kube
Karanganyar.

Untuk mengetahui realisasi penerapan Fatwa DSN-MUI DSN-MUI Nomor
09/DSN-MUI/IV/2000 dalam akad ijarah multijasa di BMT Center Kube

Karanganyar.

Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat

memberikan manfaat baik kepada penulis maupun kepada pembaca

1.

Manfaat secara Teoritis
a) Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai upaya untuk
memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan khususnya bagi

penulis dan masyarakat umum lainnya, sehingga dapat memberikan



10

sumbangan pemikiran baru mengenai penerapan akad zarah multijasa
yang ada pada Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT).
b) Dengan adanya penelitan ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi
peneliti berikutnya terkait dengan pembiayaan zjarah multijasa.
2. Manfaat secara Praktis
a) Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam bagi penulis mengenai
praktik pembiayaan sarah multijasa di lembaga keuangan syariah
khususnya Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) dan masyarakat yang akan
melakukan pembiayaan di BMT, khususnya mengenai akad jjarah
multijasa.
E. Kerangka Teori
1. Pengertian Akad
Kata ‘aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.
Makna akad diterjemahkan secara bahasa yang berarti menghubungkan atau
mengaitkan.”
Muhammad dalam bukunya mengatakan akad adalah ikatan kontrak
dua pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti di dalam akad masing-masing

pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang

#Mahmudatus Sa’diyah, Figh Muamalah, (Jepara: UNISNU Press, 2019), him. 3
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telah disepakati terlebih dahulu. Akad telah disepakati secara rinci dan
spesifik tentang terms and condition-nya.*

Rukun dan syarat akad merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu
perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah unsur yang harus ada yang
menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan. Rukun terdiri dari tiga unsur
yaitu: Sighat (ijab gabul), aqid (orang yang berakad) dan objek akad.?
Selain rukun, substansi akad merupakan hal mendasar dalam suatu akad.
Subtansi akad dikaitkan dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam
suatu akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting.?®

2. ljarah
a. Pengertian Jjarah

Secara etimologis, al ijarah berasal dari kata al-ajru, yang
menurut bahsa adalah al-iwadh, yaitu ganti dan upah. Akad ijarah
secara bahasa bermakna jual beli manfaat. Al- jjarah juga bisa diartikan
sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas
waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan atas barang.”’

Menurut ensiklopedia figh muamalah ijarah adalah transaksi atas

suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang

**Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah Analisis Figh dan Keuangan, cet. ke-2,
(Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2016), him. 114

*Mahmudatus Sa’diyah, Figh Muamalah, (Jepara: UNISNU Press, 2019), him. 3
*Ibid.

?"Masjupri , Figh Muamalah , (Surakarta: Asnalitera, 2013), him. 209
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dijelaskan sifatnya dalam tanggungan pada waktu tertentu. Atau suatu

transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang

diketahui pula.?®
b. Dasar Hukum Jjarah

QS. Al-Qashash:28 ayat 26

i - - ’9"9’“ —-,,': © Jf = 9“ _-:.-.-, -8, T 9(:
bsill ozl on b 3 epdialeals Lapis] &G

T
™

“salah seorang dari kedua wanita ini berkata:’ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’

(QS Al-Qasash: 26).%

’

c. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/1V/2000 Tentang

Pembiayaan Zjarah

Rukun dan Syarat Jjarah

1) Sighat 7jarah, yaitu ijab dan gabul berupa pernyataan dari
kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara
verbal atau dalam bentuk lain.

2) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi
sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa

3) Objek akad 7jarah adalah:

a) Manfaat barang dan sewa
b) Manfaat jasa dan upah

Ketentuan Objek Zjarah

1)
2)

3)

Objek [Jjarah adalah manfaat dari penggunaan barang
dan/jasa.

Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat
dilaksanakan dalam kontrak.

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan
(tidak diharamkan).

%Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan
dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), him. 116

»Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,

2015), him. 338
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4) Manfaat barang atau jasa harus nyata dan sesuai dengan
syari’ah.

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa
untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akad
mengakibatkan sengketa.

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan
spesifikasi atau identifikasi fisik.

7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan
dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran
manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual
beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam zjarah.

8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa
(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak

9) Kelenturan (flexibelity) dalam menentukan sewa atau upah
dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan Zjarah

1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau
jasa:

a) Menyediakan barang yang telah disewakan atau jasa
yang diberikan

b) Menanggung biaya pemeliharaan barang

c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang
disewakan

2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau
jasa:

a) membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab
untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya
sesuai kontrak

b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya
ringan (tidak materiil)

c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena
pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga
bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam
menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan
tersebut.

Penyelesiaan Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.*

**Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI... him. 94-95
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Akad Jjarah

Akad jjarah identik dengan akad jual beli. Akan tetapi, dalam
jjarah, kepemilikan barang dibatasi dengan waktu, sedangkan dalam jual
beli tidak demikian. Secara harfiah, ijarah. Bermakna jual beli manfaat
yang juga merupakan makna istilah syar’i. Jjarah dapat diartikan sebagai
akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu
tertentu, melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan pemindahan
kepemilikan atas barang.

Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna
tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, banyak orang yang menyamakan
jarah dengan leasing. Jjarah atau pure leasing adalah pemberian
kesempatan kepada penyewa untuk mengambil kemanfaatan dari barang
sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah
disepakati bersama.

Pembiayaan Multijasa
a. Pengertian Pembiayaan Multijasa
Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu multi dan jasa, dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, multi berarti banyak, bermacam-
macam, dan jasa yang berarti layanan, perbuatan baik atau berguna

dan bernilai bagi orang lain.*? Sehingga pengertian multijasa adalah

223

%juhaya S. Pradja, Akuntansi Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), him.

2K BBI, https://kbbi.web.id, diakses pada 2 Januari 2020 pukul 14.00 WIB
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layanan yang diberikan dalam jenis yang banyak dan bertujuan untuk
memberikan manfaat kepada orang lain.

Pembiayaan multijasa berdasarkan DSN-MUI No 44/DSN-
MUI/VIII/ 2004, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga
Keuangan Syariah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.>
Pembiayaan multijasa adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa berdasarkan
persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah,
yang mewajibkan nasabah pembiayaan melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu sesuai dengan akad.®* Pembiayaan ini lebih
bersifat fleksibel objek sewanya lebih kepada kebutuhan konsumtif,
seperti renovasi rumah, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan
umroh.®

b. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa diatur dalam pasal 19 ayat (1) huruf g
dan ayat (2) huruf o serta pasal 21 huruf e UU Perbankan Syariah,
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/V11/2004 tentang
Pembiayaan Multijasa, PBI No 7/6/PBI/2008 tentang Transparansi

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta

3 Achmad Farid, “Pembiayaan Jjarah Multijasa Pada Jasa Keuangan KSU Syariah Usaha
Mulia Probolinggo”, Jurnal Igtishoduna, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Vol. 6
Nomor 2, 2015, him. 79

%*Rachmadi Usman, Produk Akad Perbankan Syariah, di Indonesia (Implementasi dan
Aspek Hukum)... him. 252

%Achmad Farid, “Pembiayaan Zjarah Multijasa Pada Jasa Keuangan KSU Syariah Usaha
Mulia Probolinggo”... him. 80
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ketentuan perubahannya,®® serta PBI No 7/46/PB1/2005 tentang akad

penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.*’

c. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VI111/2004 Tentang

Pembiayaan Multijasa

Ketentuan Umum

1)
2)
3)
4)

5)

Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan
menggunakan akad jjarah atau akad kafalah.

Dalam hal LKS menggunakan akad 7jarah, maka harus
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa 7jarah.
Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah maka harus
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.
Dalam kedua pembiayaan Multijasa tersebut, LKS dapat
memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.

Besarnya (ujrah) atau fee harus disepakati di awal dan
dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya

atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.®

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian Arif Mulyadi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang berjudul “Penerapan

Akad Kafalah Pada Pembiayaan Jasa Di Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo”,

2018. Hasil Penelitiannya membahas tentang prosedur pembiayaan secara umum

yang tidak mengarah kepada prosedur kafalah karena tidak melibatkan pihak

%A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2012), him. 231

% Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: UU di Bidang
Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ull Press,

2007), him. 242

**Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI... him. 253
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yang berpiutang. Dalam pelaksanaan akad harus memenuhi rukun dan syarat
kafalah, yaitu orang yang berpiutang diketahui identitasnya dan dapat hadir pada
waktu akad atau pemberian kuasa, namun dalam akta akad kafalah tidak
dijelaskan mengenai ketentuan rukun dan syarat tersebut.** Perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan, vyaitu jika dalam Tugas Akhir Arif Mulyadi
menggunakan akad kafa/ah pada pembiayaan multijasa, di sini penulis
menggunakan akad ijarah pada pembiayaan multijasa.

Penelitian Ermatul Nahfita, berjudul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap
Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad jjarah Multijasa di
BMT Tumang Boyolali”, 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad ijarah multijasa di
BMT Tumang Boyolali sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-
MUI/V111/2004, yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hanya saja
jika terjadi perselisinan atau sengketa BMT Tumang lebih memilih melalui
pengadilan dari pada Lembaga Arbitrase Syariah.** Perbedaan dengan penelitian
yang dilakukan yaitu, jika dalam skripsi Ermatul Nahfita meneliti tentang cara

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad ijarah multijasa, di sini penulis

S Arif Mulyadi, “Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Jasa Di KSPPS Tamzis
Bina Utama Cabang Wonosobo”, Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018, him.
110

“Ermatul Nahfita, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah Pada Akad /jarah Multijasa di KSPPS BMT Tumang Boyolali”, Skripsi
tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta,
2017, him. Xvii
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meneliti mengenai pelaksanaan pembiayaan jjarah pada pembiayaan multijasa di
BMT Center Kube Karanganyar.

Penelitian Nur Aifa berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Jaminan dalam Akad ijarah (Studi Kasus Pembiayaan multijasa di BMT Al-
Hikmah Ungaran)”, 2017. Hasil dari penelitiannya, yaitu praktik pembiayaan
multijasa dengan akad zjarah sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah adanya
jaminan yang digunakan dalam pembiayaan ini sudah sah karena jaminan tersebut
bertujuan demi kemaslahatan kedua belah pihak sebagai rasatanggung jawab dan
amanah.*" Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu, jika dalam skripsi
Nur Aifa meneliti tentang praktik jaminan dalam akad ijarah multijasa yang
ditinjau dari Hukum Islam, di sini penulis meneliti mengenai pelaksanaan ijarah
multijasa yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IVV/2000
Tentang Pembiayaan Zjarah.

Jurnal Fishatania Nirwesti, “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa
Umroh (Studi Kasus Pada Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya)”, Jurnal
Akuntansi Akunesa, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Surabaya, 2016. Hasil dari analisisnya mengatakan bahwa prinsip ijarah dalam
pelaksanaan multijasa umroh dan perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa
umroh ini sudah sesuai dengan syariah dan ketentuan-ketentuan yang terdapat
pada PSAK 107 tentang definisi, Kkarakteristik, pengakuan dan pengukuran,

penyajian serta pengungkapan pembiayaan multijasa umroh menggunakan prinsip

“Nur Aifa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jaminan dalam Akad Jjarah (Studi
Kasus Pembiayaan Multijasa di BMT Al-Hikmah Ungaran”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Walisongo Semarang, 2017, him. 119
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Jjarah. Pembiayaan multijasa umroh di Bank Jatim Syariah Cab. Darmo juga
sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 44/DSN-MUI/V111/2004.%* Perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan yaitu, jika dalam jurnal Fishatania Nirwesti
meneliti tentang perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa umroh ditinjau dari
PSAK 107, di sini penulis meneliti tentang pelaksanaan pembiayaan sjarah
multijasa yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.

Penelitian Zeti Septianingrum, berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Jjarah
menurut Fatwa DSN-MUI No 09 Tahun 2000 (Studi Kasus Di BMT Al-Falah
Ceper Klaten”.Hasil dari penelitiannya yaitu dalam pelaksanaan pembiayaan
Jjarah ada salah satu rukun yang belum terpenuhi. Dimana BMT tidak memiliki
objek pembiayaan akad Zjarah, yaitu berupa barang yang disewakan kepada
anggota pada saat berlangsungnya akad.*® Perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan vyaitu, jika dalam penelitian Zeti Septianingrum meneliti tentang
pelaksanaan pembiayaan Jjarah murni dimana ojeknya adalah barang, di sini
penulis meneliti tentang pembiayaan multijasa dengan akad Zjarah dimana
objeknya adalah jasa.

Skripsi Wahib Mahfud, yang berjudul “Analisis Akad Sewa Menyewa Di
BMT Tumang (Ditinjau dari Prespektif /jarah dan Ketentuan Akuntansi Syariah

PSAK 107).” Hasil dari penelitiannya yaitu dalam pelaksanaan pembiayaan Jjarah

*Fishatania Nirwesti, “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Umroh (Studi Kasus
Pada Bank Jatim Syariah Cab. Darmo Surabaya)”, Jurnal Akuntansi Akunesa, Jurusan Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 2016, him. 22-23

#Zeti Septianingrum, “Pelaksanaan Pembiayaan /jarah menurut Fatwa DSN-MUI No 09
Tahun 2000 (Studi Kasus Di BMT Al-Falah Ceper Klaten)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2019, him. 69
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yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat Jjarah, BMT Tumang juga
sudah menerapkan Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 dimana
dalam pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan PSAK 107.** Perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan yaitu, jika dalam penelitian Wahib Mahfud meneliti
tentang pelaksanaan pembiayaan Zjarah ditinjau dari ketentuan Zjarah dan PSAK
107, di sini penulis meneliti tentang penerapan akad Jjarah pada pembiayaan
multijasa menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan Jjarah.

Berangkat dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya ternyata belum
ada penelitian yang secara khusus membahas apa yang penulis kehendaki
sehingga penulis berinisiatif untuk menuliskannya ke dalam sebuah penelitian
yang berjudul “Penerapan Akad Jjarah Pada Pembiayaan Multijasa
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan Jjarah Di BMT Center Kube Karanganyar.”

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif. Adapun
pengertian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada status konteks khusus yang alamiah

44Wghib Mahfud, “Analisis Akad Sewa Menyewa Di BMT Tumang (Ditinjau dari
Prespektif /jarah dan Ketentuan Akuntansi Syariah PSAK 107)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan
Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2017, him. 76
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dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.*® Penelitian dalam skripsi
ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dapat juga
dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai
metode untuk mengumpulkan data.*®
Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai
penerapan pembiayaan Zjarah multijasa dengan terjun langsung ke tempat
penelitian di BMT Center Kube Karanganyar.
1. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah:
a. Data Primer
Data primer atau data dasar (primary data atau bacis data). Data
primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni Manager BMT,
Kabag Pembiayaan, dan Kabag Marketing.*’ Data yang diperoleh dengan
wawancara langsung terhadap narasumber baik pegawai BMT seperti
HRD BMT, Kepala Bagian Pembiayaan, Kepala Bagian Keuangan dan
Kepala Marketing, maupun anggota BMT yang dianggap tahu terkait

permasalahan yang akan diteliti serta melakukan pengamatan terkait

*Lexy J Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-29, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011), him. 6

“Ibid. him. 26

*’Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3, (Jakarta: Ul Press, 2012),
him. 12
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dengan pelaksanaan pembiayaan jjarah multijasa di BMT Center Kube
Karanganyar.
b. Data Sekunder
Data sekunder (secondary data). Data sekunder meliputi
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud
laporan, dan lain-lain.*® Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari
jurnal, skripsi, yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu
berkaitan dengan pembiayaan jjarah multijasa. Seperti brosur
pembiayaan, Company Profile dan SOP Pembiayaan
2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di BMT Center Kube Karanganyar (Kantor
Pusat) yang terletak di JI. Lawu Timur KM 17, Kadipiro, Bejen,
Karanganyar. Telp/Fax: (0271) 6499200. Waktu penelitian dan pengumpulan
data dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Maret 2020.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan
metode sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunukasi
verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.*

Wawancara terdiri dari dua macam, yaitu wawancara berstruktur dan

B bid.

3. Nasution, Metode Research (Penelitian llmiah), cet. ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara,
2003), him. 113
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wawancara tidak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara
yang sebelumnya sudah dirumuskan dengan cermat. Pewawancara dapat
menggunakan daftar pertanyaan itu sewaktu melakukan interview.*
Sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang
sebelumnya tidak menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara berstruktur
dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Wawancara
dilakukan dengan pegawai BMT vyaitu Bapak Catur Heri Prasetyo selaku
HRD BMT, Bapak Diyan Wiyono selaku Kabag Pembiayaan, Ibu Diah
Nuraini selaku Kabag Keuangan, lbu Arifiani Hidayati selaku SPV
Marketing serta beberapa anggota BMT yang mengajukan pembiayaan
multijasa. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang
penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa yang dilakukan oleh
BMT Center Kube Karanganyar

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
snowball sampling yang digunakan untuk mewawancarai anggota
pembiayaan ijarah multijasa. Pengertian dari snowball sampling yaitu
teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian
membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua
orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap

data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang

%pid, him. 119
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lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang
sebelumnya.™
b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,
sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.>* Menurut
Bungin (2008:121) dalam buku Imam Gunawan mengatakan teknik
dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penggalian sumber data lewat studi dokumen yang
menjadi pelengkap bagi proses penelitian kualitatif.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen
resmi. Dokumen resmi terbagi menjadi dokumen internal dan eksternal.**
Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu
lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri.
Termasuk risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dan
semacamnya. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang

dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin,

*!Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet. ke-8, (Bandung:
Alfabeta, 2008), him. 85

*2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D... him. 240

%Imam Gunawan, Metode PenelitianKualitatif Teori dan Praktik, cet. ke-2, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2014), him. 177-178

*Lexy J moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif... him. 219
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pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa.>®
Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini berupa Company Profile
BMT, SOP BMT, brosur BMT, formulir pembiayaan dan akad perjanjian
pembiayaan sjarah multijasa antara BMT Center Kube dengan anggota

pembiayaan.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Creswell dalam bukunya menjelaskan, bahwa ada tiga tahap

analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a.

Mengolah dan mempersiapkan data. Langkah ini melibatkan transkripsi
wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau
memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang
berbeda tergantung pada sumber informasi.®® Dalam tahap ini penulis
menulis temuan yang ada di lapangan dengan memilih data apa saja yang
akan digunakan.

Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun
general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan
maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini, para peneliti kualitatif
terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum

tentang data yang diperoleh.’” Setelah data dipilih sesuai dengan tujuan

him 276

*Ibid.

*®Jhon W Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed...

*’Ibid.
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penelitian, maka selanjutnya data tersebut di baca dan di pahami dan
selanjutnya dilakukan analisis.

c. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan
proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan
sebelum memaknainya (Rossman dan Rallis, 1998:171) dalam buku
Creswell yang berjudul Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,
dan Mixed. Langkah ini melibatkan beberapa tahap: megambil data tulisan
atau mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraph-paragraf).® Setelah
data yang diperoleh dan di pahami, maka tahap selanjutnya yaitu
menganalisis dengan cara membandingkan antara temuan di lapangan
dengan teori yang sudah ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan komponen yang penting dalam
penelitian, sehingga diperlukan penulisan yang sistematis agar penelitian mudah
dipahami dan tersusun dengan baik, adapun sistematika yang di susun yaitu:

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan
pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Il, memuat landasan teori tentang Akad ijarah pada pembiayaan
Multijasa yang meliputi: teori akad, pembiayaan multijasa, pembiayaan ijarah,
Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VI111/2004 tentang pembiayaan multijasa, dan

Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan zjarah.

>8I bid.
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BAB |11, pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data penelitian dan
pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BMT Center Kube Karanganyar yang
terdiri dari profil BMT Center Kube Karangnyar yang meliputi sejarah, visi dan
misi, produk-produk yang ada, serta penerapan pembiayaan zjarah multijasa.

BAB 1V, berisi analisis data mengenai rukun dan syarat jjarah multijasa,
objek pembiayaan ijarah multijasa, serta kewajiban para pihak yang berakad di
tinjau dari Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
ijarah,

BAB V, memuat penutup yang berisi kesimpulan dari perolehan data yang
telah dianalisis sebagaiman telah dipaparkan dalam pembahasan serta saran-saran
untuk pengembangan studi selanjutnya dan pengembangan terhadap lokasi

penelitian.



BAB I1
AKAD JARAHPADA PEMBIAYAAN MULTIJASA MENURUT FATWA

NOMOR 09/DSN-MUI/1V/2000
A. Pengertian Akad
Kata ‘agad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Makna
akad diterjemahkan secara bahasa yang berarti menghubungkan atau
mengaitkan.*®
Muhammad dalam bukunya mengatakan akad adalah ikatan kontrak dua
pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti di dalam akad masing-masing pihak
terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah
disepakati terlebih dahulu.Akad telah disepakati secara rinci dan spesifik tentang
terms and condition-nya.*
1. Rukun dan Syarat
Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi
(necessary condition), misalnya ada penjual dan pembeli. Rukun dalam
muamalah igtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada 3 yaitu:
a. Pelaku

b. Objek

**Mahmudatus Sa’diyah, Figh Muamalah... him. 3

®*Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah Analisis Figh dan Keuangan, cet. ke-2,
(Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2016), him. 114

28
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ljab qarbE].61

Pelaku bisa berupa penjual-pembeli (dalam akad jual-beli),
penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-menyewa), atau penerima
upah-pemberi upah (dalam akad upah-mengupah), dan lain-lain. Tanpa
pelaku, maka tidak ada transaksi.

Objek transaksi dari semua akad di atas dapat berupa barang atau
jasa. Dalam akad jual-beli mobil, maka objek transaksinya adalah mobil.
Dalam akad menyewa rumah, maka objek transaksinya adalah rumah,
demikian seterusnya. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan
tercipta.®

Selanjutnya, faktor lainnya yang mutlak harus ada supaya
transaksi dapat tercipta adalah adanya kesepakatan antara kedua belah
pihak yang bertransaksi. Dalam terminologi figih, kesepakatan bersama
ini disebut ijab -gabul. Tanpa ijab -gabul, mustahil pula transaksi akan
terjadi. Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat
menjadi batal bila terdapat:

1. Kesalahan/kekeliruan objek;
2. Paksaan (ikrah);

3. Penipuan (tadlis).

*'Adiwarman A Karim, Bank Islam analisis Figih dan Keuangan, cet. ke-12, (Depok:

Rajagrafindo Persada, 2017), him. 46-47

129

**Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah Analisis Figh dan Keuangan...hlm. 128-
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Bila ketiga rukun di atas terpenuhi, transaksi yang dilakukan sah.
Namun bila rukun di atas tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih),
maka transaksi menjadi batal.®®

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah
(lengkap) adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya
melengkapi rukun (sufficient condition). Contohnya adalah bahwa pelaku
transaksi haruslah orang yang cakap hukum (mukallaf). Bila rukun sudah
terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap
sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak). Demikian menurut
Mazhab Hanafi.’® Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh
dicampuradukkan. Di lain pihak, keberadaan syarat tidak boleh:

1. Mengharamkan yang halal
2.  Menggugurkan rukun

3. Bertentangan dengan rukun

4. Mencegah berlakunya rukun®

2. Macam-macam akad

Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi pada akad sahih dan

gairu sahih.

a.

Akad sahih yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat

menurut syariat.

®Adiwarman A Karim, Bank Islam analisis Figih dan Keuangan, ...hIm. 47
**Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah Analisis Figh dan Keuangan...hlm. 129

®Ibid.. him. 48
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Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku
akibat hukumnya yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti
kepada pihak-pihak yang berakad. Misalnya, akad jual beli yang
dilakukan oleh orang yang cakap hukum terhadap barang-barang yang
halal dan dilakukan dengan cara yang dibenarkan serta tidak difasakhkan,
akan berimplikasi hukum yaitu berpindahnya hak kepemilikan barang
kepada pembeli dan hak kepemilikan uang terhadap penjual dan akad
tersebut mengikat para pihak.®®

b. Akad gairu sahih, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar

(rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai.

Terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat
atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh
apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak, demikian pendapat
jumhur. Sementara itu ulama Hanafiyah membagi akad gairu sahih
kepada akad batil dan fasid.®’

1) Akad batil adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad
yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti sah seorang
tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjual belikan
merupakan mal gairu mutakawwim seperti khamar. Terjadi akad
batil, apapun yang diakadkan dianggap tidak pernah terjadi, dan

tidak menimbulkan implikasi hukum terhadap objek akad dan para

%Rozalinda, Figh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor
Keuangan Syariah, cet.ke-1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hIm. 56

*Ibid.. hlm. 58
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pihak yang meelakukan akad, karena akadnya dipandang tidak

pernah ada. Inilah yang dikatakan dalam hukum positif dengan batal

demi hukum.®®

2) Akad fasid adalah akad yang ada pada dasarnya diperbolehkan
syariat. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan
akad itu menjadi terlarang. Misalnya, menjualkan jual beli sebuah
rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang
dimaksud. Terhadap akad fasid wajib difasakhkan, baik oleh salah
satu seorang dari dua orang yang berakad, maupun oleh hakim
karena akad tersebut terlarang secara syar’i. Fasakh dapat dilakukan
dengan syarat:

(@) Barang yang menjadi objek akad masih ada dan utuh. Apabila
barang telah rusak atau telah berubah bentuk seperti tepung
menjadi roti, maka fasakh tidak dapat dilakukan.

(b) Barang yang menjadi objek akad tidak ada kaitannya dengan
hak orang lain. Apabila objek akad berhubungan dengan hak

orang lain, maka fasakh tidak berlaku.®®

*®Rozalinda, Figh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor
Keuangan Syariah... him. 58-59

*Ibid.. him. 59
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B. Pengertian Pembiayaan Multijasa
1. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan menurut PBI No 8/24/PBI/2006 pasal 1 ayat (4) adalah
penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan.”® Menurut sifat
penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan
usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan komsumsi, yang akan habis digunakan untuk
memenuhi kebutuhan.™

Dalam bank konvensional, pembiayaan sering disebut dengan
pinjaman. Arti dari keduanya sama, namun penggunaan pinjaman dalam bank
syariah kurang tepat digunakan. Masih banyak metode yang diajarkan oleh
islam selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya.

Pinjam-meminjam dalam Islam adalah akad sosial, bukan akad komersial.

Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk

memerikan tambahan atas pokok pinjamannya. Karena itu dalam perbankan

syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tetapi pembiayaan (financing).”

"°Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: UU di Bidang
Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ull Press),
him. 402

"Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, cet. Ke-29, (Jakarta:
Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2018), him. 160

"’Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik... hlm. 170
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Jika seseorang datang kepada bank syariah dan ingin meminjam dana
untuk membeli barang tertentu, misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak ia
harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Di sini, bank syariah
bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Jika bank
memberikan pinjaman (dalam pengertian konvensional) kepada nasabah
untuk membeli barang-barang itu, bank tidak boleh mengambil keuntungan
dari pinjaman itu. Karena itu harus dilakukan jual beli, dimana bank syariah
dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual dan keuntungan
dari jual beli diperbolehkan dalam islam.”

Pengertian Multijasa

Pembiayaan multijasa menurut Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-
MUI/V111/2004 adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan
Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa.”* Sehingga
Lembaga Keuangan Syariah di sini menyediakan dana talangan untuk bisa
dimanfaatkan oleh nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa, seperti
jasa pendidikan, kesehatan, pariwisata, ketenagakerjaan dan lain-lain.”
Menurut PBI No 8/24/PBI/2006 pasal 1 ayat (4) huruf e, transaksi multijasa
dapat menggunakan akad 7jarah atau kafalah. Berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut

“1bid.
"*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI... him. 253

Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah Analisis Figh dan Keuangan...hlm. 314
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setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi
hasil.”® Dalam Pedoman Akad Syariah (PAS) Himpunan BMT Indonesia
menjelaskan bahwa BMT dapat menggunakana akad ijarah untuk transaksi
multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.”’
a. Mekanisme pembiayaan Multijasa dengan akad kafalah
Dalam pembiayaan multijasa atas dasar akad kafalah ini. Bank
dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta
dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. Bank juga dapat meminta
jaminan berupa cash collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai
penjaminan. Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pihak ketiga,
maka bank melakukan pemenuhan kewajiban pihak ketiga dengan
menggunakan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad gardh
yang harus di selesaikan oleh nasabah.”®
b. Mekanisme pembiayaan multijasa dengan akad sjarah
Dalam hal ini bank bertindak sebagai penyedia dana. Dalam
transaksi zjarah bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan
penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Pengembalian atas

penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun

’®Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: UU di Bidang
Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia... him. 402

"Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia, cet. ke-1, (Perhimpunan
BMT Indonesia, 2014), him. 27

®A.Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2012), him 228-229
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sekaligus. Dan pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat
dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan
hutang.”

Akad yang terjadi di pembiayaan multijasa dengan akad ijarah
adalah jjarah al musta’jir (penyewa menyewakan kembali jasa yang
telah disewa). Dimana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertindak
sebagai penyewa pertama dari pemilik barang/jasa, kemudian LKS
menyewakan jasa kepada penyewa kedua (nasabah) dan LKS mendapat
keuntungan dari selisih upah sewa nasabah yang lebih tinggi dari upah
sewa LKS kepada pemilik barang/jasa, karena nasabah membayarkannya
dengan cara angsuran.®

Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama
bahwa haram hukumnya menyewakan barang yang belum menjadi
miliknya atau menyewakan jasa yang belum dikuasainya, karena akad
sewa sama denga akad jual-beli, sebagaimana tidak boleh menjual barang
yang bukan miliknya begitu juga tidak boleh menyewakan barang/jasa
yang bukan miliknya.®

Sebagaimana yang dijelaskan dalam skema pembiayaan multijasa
dalam buku Erwandi Tarmizi yang mengutip keputusan AAOFI tentang

mikyar sjarah pasal 3.7 yang berbunyi

"I bid.

®Erwandi Tarmisi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, cet. ke-21, (Bogor: Berkat
Mulia Insani, 2019), him. 455

bid.. him. 456-457
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“Lembaga Keuangan Syariah boleh mewakilkan kepada nasabah
atas biaya dan tanggung jawab Lembaga Keuangan Syariah untuk
membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah seperti
peralatan kerja dan yang semisalnya dari barang-barang yang bisa
ditentukan sifat-sifat dan harganya. Dengan syarat Lembaga
Keuangan Syariahbaru boleh menyewakan barang-barang
tersebut kepada nasabah setelak memilikinya dan menerimanya
baik secara hakikat maupun hukmi. Namun jika memungkinkan
sebaiknya wakil untuk membeli barang tersebut bukanlah
nasabah..... Hal ini untuk menghindari bahwa ini hanya sekedar
pengelabuhan akad riba dan agar jelas peran Lembaga Keuangan
Syariah dalam transaksi tersebut.”*

3. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa
a. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis

QS. Al-Qashash:28 ayat 26

- T -
|5
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“salah seorang dari kedua wanita ini berkata:ya bapakku ambillah
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)
ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS Al-Qasash: 26).%

Imam Syafii berkata, “Allah menyebutkan bahwa seorang nabi
diantara para nabi-Nya telah mempekerjakan dirinya selama beberapa
tahun sebagai ganti dari mahar istrinya. Lalu Allah menunjukkan
kebolehan (kehalalan) sewa-menyewa, dia juga menetapkan bahwa
sewa-menyewa itu boleh dilangsungkan beberapa tahun, jika seseorang
mempekerjakan orang lain tanpa ada hitungan tahun, hal ini termasuk
bentuk sewa-menyewa yang dibolehkan. Ada yang berpendapat bahwa
dia (nabi Syu’aib) memgekeifjakan Nabi Musa sebagai penggembala
kambing, Wallahu a’lam. 4

&pid.. him. 461

®Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,
2015), him. 338

#Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, Tafsir Imam Syafii, “ jilid 3 Surah Al-Hijr-Surah
An-Nas”, terj. Imam Ghazali Masykur, cet. ke-1, (Jakarta: Almahira, 2008), him. 246-247
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Imam Syafii berkata, “Waktu terus berlalu dan beberapa sahabat
Rasulullah telah mempraktikkanya. Para ulama di negeri kami tidak ada
yang berbeda pendapat mengenai kebolehannya, begitu pula para ahli
fikih di berbagai kota secara umum.*°

Hadits riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id
al-Khudri, Nabi saw bersabda:

43 350 A1 s al Al o

“Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi
wa Salam bersabda, “barang siapa mempekerjakan seorang pekerja
hendaknya ia menentukan upahnya.” (HR. Abdul Razzaq dalam
hadis tersebut terdapat riwayat yang munagathi. Dan dalam riwayat
Al-Baihaqgi terdapat Aadis manshul menurut dari jalan abu
Hanifah).%

Tafsir Hadis

Hadis tersebut sebagai dalil kewajiban menentukan atas
pekerjaan yang dilakukan agar tidak ada ketidakjelasan yang akan
mengakibatkan permushuhan dan perselisihan.®’

b. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

Pembiayaan multijasa diatur dalam pasal 17 Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menetapkan persyaratan paling
kurang bagi kegiatan dana dalam bentuk pembiayaanm untuk transaksi
multijasa yaitu:
1) Bank Syariah dapat menggunakan akad jjarah untuk transaksi

multijasa dalam jasa keuangan antara lain, dalam bentuk pelayanan
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.

&|bid.

8Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram
(jilid 3), terj. Ali Fauzan dkk, cet. ke-1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), him. 160

& bid.
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2) Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan zjarah untuk
transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau
fee.

3) Besarnya (ujrah) atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan
dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase®

4. Kepemilikan Objek Pembiayaan Multijasa
Dalam penerapan akad zjarah multijasa, berlaku kriteria akad ijarah
pada umumnya. Adapun diantara isu hukum yang perlu diperhatikan adalah
isu kepemilikan dan penguasaan objek akad.

1. Objek akad jjarah adalah manfaat dan ujrah. Manfaat harus milik
lembaga keuangan syariah sebelum dipindahkan kepemilikannya kepada
nasabah. Dalam hal ini, Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat
melakukan akad langsung dengan nasabah, kecuali setelah dilakukan
salah satu dari dua hal berikut.

a. Lembaga Keuangan Syariah membeli manfaat tersebut dari biro
perjalanan (untuk jasa pendidikan), rumah sakit (untuk jasa
kesehatan/pengobatan), atau dengan event organizer (jasa pesta
perkawinan) melalui perjanjian kerja sama. 3

b. Lembaga Keuangan Syariah memberikan kuasa (akad wakalah)
kepada nasabah untuk membeli manfaat yang diperlukan kepada
pihak yang relevan.

Apabila salah satu dari alternatif tersebut telah dilakukan,
terpenuhilah syarat kepemilikan atas objek akad (al- ‘indiyyah),

yaitu manfaat yang dijual kepada nasabah sudah menjadi milik

Lembaga Keuangan Syariah pada saat akad sjarah dilakukan.®

88Rachmadi Usman, Produk Akad Perbankan Syariah, di Indonesia (Implementasi dan
Aspek Hukum)... him. 255

#Jaih Mubarok, Figh Muamalah Maliyyah Akad jjarah dan Ju’alah,cet. ke-2, (Bandung:
Simbiosa Rekatama Media, 2017), him. 224-225.
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2. Salah satu objek ijarah adalah manfaat (bukan barang/mahal al-
manfaah).*
C. Pengertian Pembiayaan Jjarah

Menurut etimologi, jjarah adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya
menurut terminologi syara’.*" Al-Zjarah adalah akad pemindahan hak guna atas
barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.%

Jumhur Ulama figh berpendapat bahwa jjarah adalah menjual manfaat dan
yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu
mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk
diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu
bukan manfaatnya tetapi bendanya.”

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun
jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka
disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat
tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Sedangkan ju ‘alah adalah akad jjarah yang

pembayarannya di dasarkan atas kinerja (performance) objek yang disewa/diupah.

*Ibid.. him. 225.
*'Rachmat Syafi’i , Figh Muamalah... him. 121
**Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik... him. 117

*Rachmat Syafi’i, Figh Muamalah... him. 122
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Pada 7jarah tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah tetap
menjadi milik yang menyewakan.**
1. Macam-Macam Jjarah
a. Jjarah ‘Amal
Jjarah untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar
upah atas jasa yang diperoleh.Sebagai contoh ABC Islamic Bank
mempekerjakan Mustafa Mansur sebagai product manager dengan gaji
Rp 7.000.000, dengan kata lain Mustafa Mansur adalah ajir (pekerja) dan
gaji sebesar Rp 7000.000 adalah ujrah. Dengan demikian, padaijarah
‘amal yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa.
b. Jjarah ‘Ain
Jjarah ‘ain adalah jenis jjarah yang terikat dengan penyewaan aset
dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus
memindahkan kepemilikan aset itu. Dalam perjanjian Zjarah ‘ain tidak
terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk
membeli aset tersebut selama masa sewa atau di akhir masa sewanya.
Pada jjarah ‘ain yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah

barang.*®

c. ljarahwa Igtina’

*Adiwarman A Karim, Bank Islam analisis Figih dan Keuangan... him. 74

*Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek
Hukumnya, cet. ke-1, (Kencana, Prenadamedia Grup, 2014), him. 272
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ljarah wa igtina’ muncul sebagai produk baru dalam perbankan
syariah karena prinsip syariah tidak melarang dilakukannya perjanjian
antara pemberi sewa denan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian
sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa
dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang
tersebut. Jjarah wa Igtina’ sering disebut juga dengan ijarah muntahiya
bittamlik.”®
Ijarah Musyarakah Muntanagisah
Dalam hal ini yang terjadi adalah bahwa nasabah memerlukan
jasa fjarah musyarakah muntanaqisah tersebut karena nasabah hanya
memiliki sebagian dari dana yang diperlukan untuk membeli aset
tersebut. Untuk menutupi kekurangannya, nasabah mengharapkan bank
menyediakan sisa dana untuk mencukupi seluruh dana yang diperlukan
untuk membeli aset itu. Bank dan nasabah membuat suatu joint fund
untuk membeli aset tersebut. Dengan bersama-sama membeli aset
tersebut, maka aset tersebut dimiliki bersama oleh bank dan nasabah.
Selanjutnya aset tersebut disewakan kepada nasabah dengan harga sewa

yang telah diperjanjikan sebelumnya.®’

Ijarah Multijasa

*ibid.. him. 272-273

’Ibid..hIm. 274-275
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Jjarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah untuk memperoleh manfaat suatu jasa, misalnya jasa
berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan
kepariwisataan. Ketentuan berkaitan dengan zjarah multijasa didasarkan
pada Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VI11/2004 11 Agustus 2004
tentang Pembiayaan Multijasa.”

2. Dasar Hukum Jjarah
a. Berdasarkan A/-Qur’an danHadis

QS. Al-Qashash:28 ayat 26
4

o

gT

3'5‘9_4-[ ‘-’_:':J:_'ia_rw ?ﬁzlgﬁwlw&u@ |G_-4-HJ

—

“salah seorang dari kedua wanita ini berkata:’ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang
yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS Al-Qasash: 26). *°

Imam Syafii berkata: “Allah menyebutkan bahwa seorang nabi
diantara para nabi-Nya telah mempekerjakan dirinya selama beberapa
tahun sebagai ganti dari mahar istrinya. Lalu Allah menunjukkan
kebolehan (kehalalan) sewa-menyewa, dia juga menetapkan bahwa
sewa-menyewa itu boleh dilangsungkan beberapa tahun, jika seseorang
mempekerjakan orang lain tanpa ada hitungan tahun, hal ini termasuk
bentuk sewa-menyewa yang dibolehkan. Ada yang berpendapat bahwa
dia (nabi Syu’aib) mem{yeker]akan Nabi Musa sebagai penggembala
kambing, Wallahu a’lam.

%bid.. him. 275-276

*Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,
2015), him. 338

'%Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, Tafsir Imam Syafii, “ jilid 3 Surah Al-Hijr-Surah
An-Nas”... hlm. 246-247
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Imam Syafii berkata, “Waktu terus berlalu dan beberapa sahabat
Rasulullah telah mempraktikkanya.Para ulama di negeri kami tidak ada
yang berbeda pendapat mengenai kebolehannya, begitu pula para ahli
fikih di berbagai kota secara umum”.***

Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-

Khudri, Nabi saw bersabda:

45 50 A3 Al el el o
“Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa
Salam bersabda, “barang siapa mempekerjakan seorang pekerja
hendaknya ia menentukan upahnya.” (HR. Abdul Razzaq dalam Aadis

tersebut terdapat riwayat yang munagathi. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi
terdapat Aadis manshul menurut dari jalan abu Hanifah).*2

Tafsir Hadis

Hadis tersebut sebagai dalil kewajiban menentukan atas
pekerjaan yang dilakukan agar tidak ada ketidakjelasan yang akan
mengakibatkan permushuhan dan perselisihan.'®

b. Berdasarkan Fatwa DDSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan Jjarah

Rukun dan Syarat Jjarah B

1) Sighat ijarah, yaitu ijab dan gabul berupa pernyataan dari kedua
belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau
dalam bentuk lain.

2) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa
dan penyewa/pengguna jasa

3) Objek akad 7jarah adalah:
a) Manfaat barang dan sewa
b) Manfaat jasa dan upah

Ketentuan Objek Zjarah

1) Objek 7jarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa.

2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat
dilaksanakan dalam kontrak.

%% bid, 246-247

%Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam-Syarah Bulughul
Maram (jilid 3)... him. 160

%bid.
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3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).

4) Manfaat barang atau jasa harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akad mengakibatkan
sengketa.

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau
identifikasi fisik.

7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang
dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa
atau upah dalam jjarah.

8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain)
dari jenis yang sama dengan objek kontrak

9) Kelenturan (flexibelity) dalam menentukan sewa atau upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan Zjarah

1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

2) Menyediakan barang yang telah disewakan atau jasa yang
diberikan

3) Menanggung biaya pemeliharaan barang

4) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
1) membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untukmenjaga
keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak
2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan
(tidak materiil)
3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak
penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab
atas kerusakan tersebut.
Penyelesiaan Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah.'®*

3. Rukun dan Syarat Jjarah
Menurut ulama Hanafiyah, rukun jarah adalah 7jab dan gabul, yaitu

dengan lafal jjarah, isti’jar, ikra’. Sedangkan menurut mayoritas ulama, ada

“Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI... him. 94-95
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empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa) sighat (ijab-
gabul), upah, dan manfaat barang.®
a. Rukun dan Syarat Jjarah.

Rukun jjarah adalah sighat (ijab gabul), pihak pemberi sewa

(mu’ajjir), penyewa (musta’jir) dan objek sewa (upah dan manfaat).

Rukun-rukun ini diperlukan syarat keabsahannya, yaitu:

1) Sighat akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua
pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam
bentuk lain yang equivalen.

2) Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan
bertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten dan
memiliki kewenangan unruk berkontrak, serta harus ada kerelaan
dari masing-masing pihak.

3) Objek sjarah manfaat penggunaan aset yang harus bisa dinilai dan
diperbolehkan oleh syara’.

4) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar penyewa sebagai
kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa atau
upah harus sesuatu yang bernilai dan di perbolehkan syara’ serta
diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu

tertentu.'%

1%wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,
dkk, cet. ke-10, ( Jakarta: Gema Insani, 2007), him. 387

%Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), him. 124
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4. Cara Penentuan Ujrah

a. Musawamah (tawar-menawar, sebagaimana jual beli musawamah), yaitu

ujrah ditentukan melalui proses tawar-menawar antara mua Jjjir dengan

musta’jir dengan mempertimbangkan fungsi, lokasi, kualitas manfaat

yang diharapkan, serta kemudahan fasilitas untuk akses publik, seperti

jaringan listrik, telepon, air, dan sebagainya. Salah satu prosesnya, ujrah

ditentukan secara perbandingan

b. Syib al-musawamah (semi tawar menawar), yaitu ujrah ditentukan oleh

mu’ajjir, sedangkan pihak musta jir atau ajjir memiliki hak pilih (khiyar)

untuk menyetujui (menyepakati) atau menolaknya (Atau sebaliknya).

Jika menolaknya, berarti tidak terjadi akad dan jika menerimanya berarti

terjadi akad.'”’

5. Implementasi Jjarah

a. Tujuan

1)

2)

3)

Memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat
atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.
Objek sewa

a)
b)
c)
d)

e)

Properti

Alat Transportasi

Alat-alat Berat

Multi Jasa (Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan
kepariwisataan, dan lain-lain).

Dan lain-lain

Spesifikasi objek sewa

a)
b)

Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus diketahui jelas serta
tercantum dalam akad.

Objek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki bank atau
barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk
kepentingan nasabah.

'%Jaih Mubarok, Figh Muamalah Maliyyah Akad | jjarah dan Ju ala... him. 36
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c) Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan
diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas
termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.*®

Pemilik Sewa (Bank)

a) Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan
kualitas dan kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu
penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan

b) Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan
barang yang akan disewa oleh nasabah.

Penyewa (nasabah)

a) Nasabah dilarang menyewakan kembali barang Yyang
disewakannya

b) Nasabah wajib menjaga keutuhan barang sewa

c) Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa
yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian
nasabah.

Sewa (Ujrah)

a) Nasabah membayar sewa sesuai dengan kesepakatan

b) Besarnya sewa (ujrah) harus disepakati di awal dan dinyatakan
dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

c) Besarnya sewa dapat ditinjau sesuai dengan kesepakatan

d) Apabila periode pembayaran nasabah kurang dari satu tahun,
maka sewa diakui sebagai pendapatan secara proporsional sesuai
jangka waktu

e) Dalam hal periode pembayaran nasabah lebih dari satu tahun,
maka sewa diakui sebagai pendapatan secara proporsional sesuai
jangka waktu

f) Apabila objek sewa bukan milik bank, maka pendapatan bank
merupakan selisih antara harga perolehan sewa dengan harga
sewa.

Lain-lain

a) Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa
yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan.

b) Biaya administrasi, biaya asuransi, dan notaris atau biaya lain
yang telah disepakati di awal dapat dibebankan kepada
nasabah.'%°

108

Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah Analisis Figh dan Keuangan...nlm. 314

%pid. him. 315
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D. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Multijasa dan Pembiayaan Jjarah

1.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VII1/2004 tentang
Pembiayaan Multijasa

a. Ketentuan Umum
1) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (ja’iz) dengan
menggunakan akad [jarah atau kafalah. 3
2) Dalam hal LKS menggunakan akad /Jjarah maka harus
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Zjarah
3) Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah maka harus
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.
4) Dalam kedua pembiayaan Multijasa tersebut, LKS dapat
memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5) Besarnya (wrah) atau fee harus disepakati di awal dan
dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase.
b. Penyelesaian Perselisihan
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisinan diantara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.'*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan [jarah

a. Rukundan Syarat Jjarah B
1) Sighat ijarah , yaitu ijab dan gabul berupa pernyataan dari
kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara
verbal atau dalam bentuk lain.
2) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi
jasa dan penyewa/pengguna jasa
3) Objek akad 7jarah adalah:
a) Manfaat barang dan sewa
b) Manfaat jasa dan upah
b. Ketentuan Objek Jjarah
1) Objek 7jarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa.
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat
dilaksanakan dalam kontrak.
3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).

"Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI... him. 253
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4) Manfaat barang atau jasa harus nyata dan sesuai dengan
Syari’ah.

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan  jahalah  (ketidaktahuan) yang  akad
mengakibatkan sengketa.

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau
identifikasi fisik.

7) Sewa atau upah adalah sesutu yang dijanjikan dan dibayar
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu
yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan
sewa atau upah dalam jjarah.

8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat
lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak

9) Kelenturan (flexibelity) dalam menentukan sewa atau upah
dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan Zjarah

Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

1) Menyediakan barang yang telah disewakan atau jasa yang
diberikan

2) Menanggung biaya pemeliharaan barang

3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk
menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai
kontrak.

2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan
(tidak materiil)

3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian
pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak
bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Penyelesiaan Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.***

111

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI... him. 94-95
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PENERAPAN AKAD [JARAH PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DI

BMT CENTER KUBE KARANGANYAR

A. Gambaran Umum BMT Center Kube Karanganyar

1.

Sejarah Berdirinya BMT Center Kube Karanganyar

Balai Usaha Mandiri Terpadu/ Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Center
Kube Karanganyar merupakan penyempurnaan dari bentuk sebelumnya yaitu
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berkhidmat dalam upaya pemerataan
dan peningkatan kesejahteraan anggota. Keberadaannya diharapkan menjadi
sarana peningkatan kesejahteraan khususnya anggota serta masyarakat pada
umumnya.**?

Berkomitmen ikut andil dalam menyukseskan program pemerintah,
BMT Center Kube Karanganyar mencoba menggarap masyarakat kecil dalam
bentuk Kube (Kelompok Usaha Bersama) untuk bersama-sama
memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
anggotanya. Pergerakannya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif
dan investasi dengan system Syariah untuk meningkatkan kualitas ekonomi
anggota/pengusaha kecil. BMT melaksanakan dua macam kegiatan yakni
kegiatan bisnis (Baitu Tamwil) sebagai kegiatan utama dan kegiatan sosial

(Baitul Mal) sebagai kegiatan penunjang.'*®

12Company Profile BMT Center Kube Karanganyar

Bpjd.
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BMT Center Kube Karanganyar memberikan layanan kepada anggota
masyarakat mulai dari fungsi Informasi, penyimpanan, penitipan, penyaluran
pembiayaan, investasi, pengumpulan dana dari para anggotanya, distribusi
dana dan kegiatan lain dalam upaya memberikan layanan optimal sesuai
kebutuhan anggotanya. Selain itu BMT Center Kube Karanganyar juga
menjadi aktif melakukan koordinasi dengan jaringan BMT melalui Asosiasi
BMT Kabupaten Karanganyar maupun Asosiasi Jawa Tengah serta aktif
meprakarsai operasional Puskopsyah BMT Sejahtera Jawa Tengah. Dengan
komitmen dan sinerginya seluruh anggota diharapkan keberadaan BMT
Center Kube akan memberi nilai lebih ditataran Lembaga Keuangan
Syariah.'**

Dalam pengelolaan dana dan manajemen BMT Center Kube
Karanganyar didukung oleh para Pengurus, Pengawas Syariah, Pengawaslah
satu alternatif yang strategis dalam dinamika perekonomian Indonesia dan
Manajemen Pengawas Keuangan serta para Pengelola yang merupakan
Lulusan Sarjana maupun sarjana muda yang berorientasi pada pelayanan
optimal demi kesejahteraan anggota.'™
Visi dan Misi BMT
a. Visi

Adapun visi dan misi di BMT Center Kube Karanganyar yang

sesuai dengan penerapan akad ijarah multijasa yakni menjadi lembaga

114
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keuangan yang mandiri, sehat, kuat dan terpercaya dalam melayani usaha

anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang adil, makmur

dan sejahtera, material dan spiritual.

Misi

1) Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari
belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.

2) Gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan
ekonomi riil dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang
makmur dan maju.

3) Gerakan Keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil
berkemakmuran berlandaskan ekonomi syari’ah dengan ridho
Allah.'*

Tujuan

Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan
anggota pada khusunya dan Masyarakat pada umumnya.

Sifat

Merupakan usaha bisnis yang bersifat mandiri ditumbuh
kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta
berorientasi untuk kesejahteraan anggota pada khusunya dan masyarakat
pada umumnya.

Profil anggota

1) Kelompok Usaha Bersama

116
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a) Kube PKL/HIK/ tempura

b) Kube konveksi

¢) Kube agro bisnis

d) Kube home industri makanan kecil

Masyarakat non kube dari berbagai jenis usaha.

Kerjasama Pihak Ketiga

1)
2)
3)
4)

5)

Bank Muamalat Kantor Cabang Solo

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Solo
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo

Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Solo

Koperasi Karyawan UNISRI Solo™

3. Dasar Hukum BMT Center Kube Karanganyar

a.

b.

f.

g.

Nama : BMT CENTER KUBE Karanganyar
Sektor Usaha : Jasa Keuangan Syari’ah

Diresmikan : 2006

Badan Hukum : Nomor 180/518/52 Tahun 2006
Disahkan : Bupati Karanganyar atas nama Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Jangkauan Pelayanan . KabupatenKaranganyar

Alamat Kantor . JI. Lawu Timur KM 17 Bejen Karanganyar

4. Susunan Kepengurusan BMT Center Kube Karanganyar

a.

Badan Pengawan : Ketua: Sulamto, SPd
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b. Pengurus

c. Badan Pembina
d. Manager

e. Pembiayaan

f.  Marketing

g. Admin

55

anggota: Drs. Suharno,MM.Akt dan
Nuraini,SE

Pengawas Syariah: Ir. Joko Tri Susilo dan
Ir.Eko Dewo Yuwono

Ketua: Suradi, S.Pd

Sekretaris: Iskahdi, ST

Bendahara: Bambang Widarno, SE.MM

Dinas Koperasi

Marlina, SE

1) Diyan Wiyono

2) Bayu Khomarudin S.Kom.I

3) Andi Widodo

4) Andi wibowo S.Pd.I
5) Rio Kusuma Wardana
6) Arifiani Hidayati S.T

1) Indri Prasetyawati PP S.Sos
2) Sugiyarto

3) Mita Ardi Anti S.E

4) Ade Ratna Furi S.E

5) Wahyu Adi Pamungkas
6) Elok C

7) Tri Purwanto

8) Dwi Aprlia

1) Iskahdi S.T
2) Diah Nuraini A.Md

3) Catur Heri PrasetyoA.Md
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4) Eka Nurdiyanti
h. Teller : 1) Dwi Wahyuni S.P
2) Imelda Vectoria
3) Santi Ermawati S.Pd
4) Wahyu Apriyani
5) Eka Wahyu Indriastuti S.Pd.l
6) Eriska Mahaswari
7) Tri Wahyuni
5. Produk-Produk Di BMT Center Kube Karanganyar
Di BMT Center Kube Karanganyar memiliki beberapa produk
simpanan dan pembiayaan. Adapun produk simpanan meliputi:
a. Tamara
Tamara merupakan kepanjangan dari Tabungan Mandiri
Sejahtera. Tamara merupakan simpanan bagi anggota maupun calon
anggota yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, simpanan
ini juga dapat digunakan untuk pembayaran rekening listrik, telepon,
pulsa maupun PAM.
b. Tadika
Tadika merupakan kepanjangan dari Tabungan Pendidikan Anak.
Tadika merupakan simpanan bagi keluarga maupun individu untuk
menyiapkan masa depan pendidikan yang lebih terencana dengan
menguunakan prinsip mudarabah al-mutlagah yakni, dana anda

diperlakukan sebagai investasi, adapun lembaga sebagai mudarib akan
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memberikan keuntungan kepada shohibul mal sesuai nisbah bagi hasil
yang sudah disepakati.
Taqur

Taqur merupakan kepanjangan dari Tabungan Qurban. Taqur
merupakan simpanan bagi kelompok maupun individu yang diniatkan
khusus untuk berqurban.
Taduri

Taduri merupakan kepanjangan dari Tabungan Idul Fitri. Taduri
merupakan simpanan bagi anggota maupun calon anggota yang dapat
berguna mempersiapkan kebutuhan dana menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Simapan

Simapan merupakan kepanjangan dari Simpanan Masa Depan.
Simapan merupakan simpanan jangka panjang bagi anggota, baik
keluarga maupun individu guna menyiapkan masa depan hidup yang
lebih baik secara finansial.
Sitaro

Sitaro merupakan kepanjangan dari Simpanan Wisata Rohani.
Simpanan kebersamaan bagi anggota yang diniatkan untuk mengikuti
kegiatan wisata secara bersama-sama dengan anggota lain. Adapun
tempat tujuan bisa disepakati.
Simpati

Simpati merupakan kepanjangan dari Simpanan Santri.Simpati

merupakan simpanan khusus bagi ustadz atau ustadzah untuk mendidik
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semua santrinya agar gemar menabung, bisa di atas namakan santri
maupun TPQ.
h. Tajaka
Tajaka merupakan kepanjangan dari Tabungan Berjangka. Tajaka
merupakan simpanan bagi anggota maupun calon anggota dengan jangka
waktu tertentu yaitu 3, 6, 12, maupun 24 bulan. Bagi hasil dibayarkan
setiap bulan sesuai dengan tanggal valuta.
i. Tapeni
Tapeni merupakan kepanjangan dari Tabungan Persiapan Nikah.
Tapeni merupakan simpanan bagi anggota BMT Center Kube untuk
mempersiapkan sekaligus memeriahkan hasil bersejarahnya (pernikahan)
secara finansial, pengambilannya bisa kapan saja selama untuk keperluan
pernikahannya.'*®
j.  Arisan Gerak
Arisan gerak merupakan produk simpanan unggulan yang
dimiliki BMT Center Kube Karanganyar.Produk ini memiliki dua
kategori yang dapat dipilih anggota. Gerak | sebesar 250.000 dan Gerak
Il sebesar 500.000 yang diundi setiap sebulan sekali selama satu tahun
dengan nominal perolehan arisan sebesar setengah dari total angsuran

dan sisanya akan diberikan di akhir periode.'*°

18Brosur BMT Center Kube Karanganyar

W Arifiyani Hidayati, Supervisior Marketing, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 3 Maret
2020, jam 10.00 WIB
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Sedangkan produk pembiayaan meliputi:

a.

Moudarabah (Modal Usaha)

Mudarabah merupakan pembiayaan untuk pengembangan usaha
anggota di mana modal 100% dari BMT Center Kube. Diangsur sesuai
dengan kesepakatan bersama. Serta besarnya bagi hasil juga di dasarkan
pada kesepakatan antara BMT sebagai pemilik modal (sahibul mal)
dengan anggota selaku pengelola (mudarib). Pembiayaan ini diberikan
kepada anggota yang memiliki kemampuan usaha namun kesulitan dalam
memperoleh modal usaha.

Mourabahah (Jual Beli)

Murabahah merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang atau
kebutuhan anggota di mana BMT Center Kube yang menyediakan
barang selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembiayaan ini
diberikan kepada nggota yang belum mampu mencukupi kebutuhan
seperti membeli kendaraan bermotor ataupun renovasi rumah. Keduanya
membuat kesepakatan untuk menentukan besarnya jumlah margin dan
angsuran serta lamanya waktu angsuran sesuai dengan kemampuan
anggota.

Mousyarakah (Kerjasama)

Musyarakah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada

anggota untuk mengembangkan usaha yang dimiliki, di mana BMT

Center Kube berperan sebagai pemberi tambahan modal sesuai dengan
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kebutuhan anggota. Besarnya angusran disepakati bersama sesuai dengan
kemampuan anggota.
Al-Qard (sosial)

Al-Qard merupakan Pembiayaan kebijakan nirlaba bagi anggota
yang masuk Kkriteria berhak menerima atau kepentingan yang bersifat
dakwah dan sosial.

Ijarah dan Multijasa (Jasa Pelayanan)

Ijarah merupakan jasa pelayanan BMT Center Kube siap
membantu bagi anggota yang terkendala dalam menyewa tempat usaha
ataupun tempat tinggal, membayar biaya pendidikan, biaya pengobatan

di Rumah Sakit dan perjalanan wisata.'*

B. Prosedur Pembiayaan Jjarah Multijasa Di BMT Center Kube Karanganyar.

Pembiayaan sjarah multijasa merupakan salah satu produk yang ditawarkan

olen BMT Center Kube Karanganyar untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang

jasa. Bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan ijarah multijasa di BMT

Center Kube harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut

Ibu Arifiyani selaku supervisior marketing beliau mengatakan bahwa secara garis

besar ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota, antara lain:

1.

Persyaratan Administrasi Pengajuan Pembiayaan Jjarah Multijasa

Harus menjadi anggota BMT Center Kube dengan menunjukkan Kartu
Tanda Anggota

Menyerahkan fotokopi

20Catur Heri P, HRD,Wawancara Pribadi,Pada tanggal 2 Maret 2020, jam 13.00 WIB.
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KTP yang bersangkutan 2 lembar
KTP Suami/lstri 2 lembar

Kartu Keluarga/Surat Nik 2 lembarah
Rekening PLN/PDAM/PBB 2 lembar
Surat-surat Agunan/Jaminan 2 lembar

Persyaratan a, b, ¢ dengan menunjukkan aslinya

c. Surat kuasa dari pemilik agunan jika agunan bukan milik sendiri

d. BPKB disertai gesekan nomor rangka dan mesin serta materai 1 lembar

bila agunan berupa motor/mobil

e. Bersedia memandatangani surat kuasa penjualan barang yang dijadikan

agunan

f.  Mengisi surat formulir pembiayaan yang disetujui oleh Suami/Istri

g. Denah rumah dan tempat usaha lengkap dengan alamat.121

h. Pengisian formulir meliputi identitas anggota, permohonan pembiayaan,

kondisi keuangan, status rumabh tinggal, rencana penggunaan pembiayaan

dan data jaminan/agunan.*?®

Prosedur Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan harus mengacu tiga faktor utama, yaitu

a. Faktor Internal, yaitu mengacu pada tingkat kemampuan keuangan KJKS

BMT Center Kube dengan berpedoman pada ratio liquiditas, proyeksi

cashflow, dan legal lending limit

121

122
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Faktor Koternal, yaitu mengacu pada akhlak atau karakter anggota,
agunan yang diberikan atau kredibelitas lembaga pinjaman, kapasitas
usaha, prospek usaha, kemamuan keuangan anggota, beban keuangan
yang ditanggung anggota, dan riwayat/catatan tentang hutang-hutang
yang telah dilakukan yaitu kurang lebih memperhatikan faktor 5C
(Character, Capital, Capacity, Condition, of economy, dan Collateral),
5P (Porty, Purpose, Prospect, Payment, Protection), dan 3R (Returns,
Repayment, Risk).*?

Faktor Eksternal, yaitu mengacu pada trend/kecenderungan pasar tentang

produk, kemasan, metode pemasaran, perubahan harga, dan

kemungkinan resiko force majeur.'**

3. Tahap Pembiayaan/Pengikatan

a.

Setiap pembiayaan beberapapun besarnya dan berapauna jangka
waktunya dan apapun jenisnya mutlak harus ada akad pembiayaanya
Akad pembiayaan harus dapat dilakukan apabila semua syarat
administrasi dan syarat teknis (survei, wawancara, analisis dan surat
persetujuan/memo) telah terpenuhi

Akad pembiayaan hanya dapat dilakukan bila kedua belah pihak telah
saling memahami isi dari akad dan telah saling menerima atas semua

kentuan dari pembiayaan

123
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d. Akad pembiayaan hanya dapat dilaksanakan bila sudah mendapat
persetujuan tertulis dari Komite Pembiayaan melalui overing latter.*®

Tahap ini merupakan tahap akhir proses pembiayaan. Pada tahap ini
dilakukan pelaksanaan administrasi dan penandatanganan akad atas pencairan
pembiayaan yang diberikan. Pihak BMT akan membuatkan akad perjanjian
yang di sertai materai dengan tanda tangan keduabelah pihak sebagai tanda
bukti pertanggung jawaban. Akad perjanjian memuat tentang kewajiban para
pihak, besarnya angsuran pokok, ujrah, lamanya waktu angsuran, tanggal
penyetoran dan jatuh tempo, serta jenis agunan yang dijadikan jaminan.
Berhubung dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa, BMT Center
Kube hanya menyediakan dana yang dibutuhkan oleh anggota, maka
penandatanganan akad dilakukan sekaligus dengan penyerahan dana
pembiayaan. ?°

Pencairan dilakukan BMT Center Kube sangat cepat, yakni 2-4 hari
dari tanggal pengajuan pembiayaan yang dilakukan. Jeda waktu ini digunakan
BMT untuk melakukan survei untuk mencocokan data dilapangan dengan
data yang telah ditulis oleh anggota. Namun jika pengajuan dilakukan oleh
anggota lama yang sebelumnya sudah melakukan pembiayaan maka tidak
perlu dilakukan survei, sehingga pencairan bisa dilakukan dalam satu hari.
Hal ini sebagaimana dikatakan anggota BMT Center Kube Ibu Tumini,

proses pencairan pembiayaan di BMT Center Kube Karanganyar sangat
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13.00 WIB.

Diah Nuraini, Kabag Keuangan, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 3 Maret 2020, jam
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mudah dan cepat jika sudah melengkapi persyaratan maka hari itu juga bisa
dilakukan pencairan.’?” Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh Ibu Anik
selaku supervisior marketing, apabila anggota sudah kenal dan pernah
melakukan pembiayaan dan lancar angsurannya, maka tidak perlu dilakukan
survei dan pencairan bisa langsung dilakukan.

Keistimewaan dari pembiayaan multijasa di BMT Center Kube vyaitu,
tidak adanya pembatasan yang dilakukan pihak BMT terkait besarnya
nominal pembiayaan yang diajukan oleh anggota.’?®® Hal ini dikarenakan
BMT tidak meminta rincian pembiayaan dari pihak ketiga terkait besarnya
pembayaran yang akan dilakukan anggota.

4. Skema Pembiayaan Jjarah Multijasa di BMT Center Kube Karanganyar
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Keterangan:

“"Tumini, Anggota Pembiayaan Jjiarah Multijasa, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 5

Maret 2020, jam 13.00 WIB.

'?8Catur Heri P, HRD, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 2 Maret 2020, jam 13.00 WIB.
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1. Anggota mengajukan pembiayaan ke BMT dengan akad ijarah multijasa
2. BMT melakukan negosiasi harga dengan pihak ketiga selaku penyedia
jasa

3. BMT dan anggota menyepakati harga jasa

4. BMT dan penyedia jasa mengadakan akad ija<rah serta membayar
ujrahnya

5. BMT dan anggota melakukan akad ija<rah multijasa

6. Anggota membayar sewa dengan harga yang sudah disepakati.'?®

BMT Center Kube sebelumnya tidak melakukan kerjasama dengan
pihak ketiga terkait pelayanan jasa yang diberikan. BMT juga tidak
menyertakan penggunaan akad wakal/ah dan tidak mewajibkan menyerahan
nota bukti pembayaran setelah pembiayaan diberikan kepada anggota. Hal ini
dijelaskan oleh bapak Diyan selaku kabag pembiayaan yang mengatakan
bahwa dalam pembiayaan jjarah tidak menggunakan akad wakalah.**

BMT Center Kube dalam pembuatan akad pembiayaan tidak
membedakan antara pembiayaan ijarah murni dengan pembiayaan ijarah
multijasa. Ke duanya memiliki format yang sama dengan judul “Pembiayaan
Jjarah”**" Hal ini dijelaskan dalam akad perjanjian pembiayaan ijarah nomor
04253/1JR/X/BMT_C/2019 yang menjelaskan pembiayaan ijarah digunakan
untuk membayar sewa kontrakan rumah dan akad pembiayaan ijarah nomor

04432/1UR/BMT _C/11/2020 di BMT Center Kube Karanganyar yang

Pedoman Akad Syariah (PAS):Himpunan BMT Indonesia... him. 57

130

Diyan Wiyono, Kabag Pembiayaan, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 2 Maret 2020
jam 11.00 WIB

BUArsip Akad Zjarah Multijasa di BMT Center Kube Karanganyar.
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menjelaskan pembiayaan jjarah digunakan untuk membayar biaya
pendidikan.™*
Mekanisme Pelaksanaan Jjarah Multijasa di BMT Center Kube Karanganyar
1. Praktik Pembiayaan Jjarah Multijasa
Pembiayaan merupakan penyediaan sejumlah dana yang disediakan
BMT untuk dipergunakan membeli barang/manfaat suatu barang atau jasa
yang diperlukan oleh anggota. Multijasa merupakan pembiayaan yang
dilakukan antara pihak BMT dengan anggota setelah BMT menyediakan jasa
yang diperlukan. Adapun objek pembiayaan multijasa menurut Bapak Diyan
selaku Kabag pembiayaan antara lain, jasa pendidikan, kesehatan, dan
pariwisata.’*® Produk pembiayaan akad jjarah multijasa yang disediakan di
BMT Center Kube Karanganyar antara lain:**
a. Biaya Pendidikan
Merupakan pembiayaan yang disediakan BMT yang bertujuan
untuk melunasi tagihan pendidikan seperti biaya SPP, tagihan semesteran
dan lain lain terkait dengan pendidikan. Sebagaimana diajukan oleh ibu
Tumini yang melakukan pembiayaan ijarah multijasa untuk membayar

biaya semesteran anaknya dengan jumlah RP 4.000.000. Setelah Ibu

2Akad Pembiayaan Zjarah Multijasa No: 04432/IJR/BMT_C/I1/2020 di BMT Center
Kube Karanganyar

133

Diyan Wiyono, Kabag Pembiayaan, Wawancara Pribadi pada tanggal 2 Maret 2020
jam 11.00 WIB.

B4Catur Heri P, HRD, Wawancara Pribadi , pada tanggal 2 Maret 2020, jam 13.00 WIB.
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Tumini melengkapi persyaratan kemudian pencairan bisa dilakukan pada
saat itu juga, karena sebelumnya beliau sudah pernah mengajukan
pembiayaan yang sama. Awalnya Ibu Tumini mendatangi BMT untuk
mengutarakan maksud dan tujuan pengajuan pembiayaan, kemudian
BMT mengarahkan pembiayaan apa yang tepat digunakan. Pada saat
mengajukan pembiayaan Bu Tumini sudah melengkapi persyaratan
administrasi, sehingga pencairan bisa dilakukan pada saat itu juga.lbu
Tumini mengajukan pembiayaan sjarah multijasa sebesar Rp 5.000.000
dengan ujrah Rp 90.000 perbulan selama 2 tahun angsuran. Sehingga
total angsuran yang dibayarkan Ibu Tumini setiap bulannya yaitu Rp
240.000."*

Sama halnya dengan Ibu Utik yang mengajukan pembiayaan
jjarah multijasa untuk membayar biaya pendidikan anaknya sebesar Rp
3.000.000 dengan ujrah Rp 54.000 selama satu tahun angsuran. Sehingga
total angsuran yang dibayarkan Ibu Utik sebesar Rp 254.500. Berhubung
pengajuan pembiayaan Ibu Utik Kurang dari Rp 5.000.000 maka
penandatanganan akad sekaligus pencairan dana dapat dilakukan di

rumah.t%

5Tumini, Anggota Pembiayaan ijarah Multijasa, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 5

Maret 2020, jam 13.00 WIB.
B®Utik, Anggota Pembiayaan Pembiayaan jjarah Multijasa, Wawancara Pribadi, Pada
tanggal 4 Maret 2020, jam 13.00 WIB
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b. Biaya Kesehatan
Merupakan pembiayaan yang disediakan BMT yang bertujuan
untuk melunasi biaya tagihan rumah sakit, seperti biaya kamar inap,
pembayaran obat-obatan dan lain-lain terkait dengan kesehatan.
Sebagaimana yang dilakukan lbu Kadar yang mengajukan pembiayaan
jjarah multijasa sebesar 10.000.000 untuk biaya Rumah Sakit.**’
Awalnya Ibu Kadar mendatangi BMT Center Kube Karanganyar
untuk BMT untuk mengutarakan maksud dan tujuan pengajuan
pembiayaan, kemudian BMT mengarahkan pembiayaan apa yang tepat
digunakan. Pada saat mengajukan pembiayaan Bu Kadar sudah
melengkapi persyaratan administrasi dan sebelumnya sudah melakukan
pembiayaan, sehingga pencairan bisa dilakukan pada saat itu juga tanpa
dilakukan survei. Ibu Kadar mengajukan pembiayaan sjarah multijasa
sebesar Rp 10.000.000 dengan ujrah Rp 180.000 selama satu tahun
angsuran. Sehingga total angsuran yang di bayarkan lbu Kadar setiap
bulan yaitu Rp 1.015.000.*%®
c. Biaya Pariwisata
Selain pembiayaan di bidang pendidikan dan kesehatan, BMT
Center Kube juga menyediakan pembiayaan di bidang pariwisata.

Termasuk di dalamnya yaitu biaya wisata rohani umrah, biaya study tour

1¥7Kadar Pujiyanti, Anggota Pembiayaan ijarah Multijasa, Wawancara Pribadi, 5 Maret
2020, jam 13.00 WIB

Y8Kadar Pujiyanti, Anggota Pembiayaan ijarah Multijasa, Wawancara Pribadi, 5 Maret
2020, jam 13.00 WIB
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ataupun anggota yang ingin melakukan perjalanan wisata. Sebagaimana
yang dilakukan Bapak Darmawan yang mengajukan ijarah multijasa

sebsesar Rp 50.000.000 untuk keperluan talangan haji.'*®

Bapak
Darmawan mengajukan pembiayaan jiarah multijasa sebesar Rp
50.000.000 dengan ujrah Rp 750.000 selama lima tahun angsuran.
Sehingga total angsuran yang di bayarkan Bapak Darmawan setiap bulan
yaitu Rp 1.595.000.°

Selain ketiga pembiayaan yang dijelaskan di atas, ternyata ada juga
pembiayaan Jjarah multijasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
konsumtif lainnya. Hal ini berdasarkan dokumentasi dalam perjanjian ijarah
multijasa sebagai berikut:

a. Biaya Pelunasan Hutang

Dijelaskan kembali pada akad pembiayaan ijarah multijasa No:
04237/UR/BMT_C/X/2019 dalam pasal 2 perjanjian tersebut
menjelaskan bahwa pihak BMT selaku pihak pertama menyetujui
memberikan pembiayaan sjarah multijasa kepada pihak kedua (anggota)
sebesar Rp 1.000.000 untuk mengembalikan pinjaman saudara. Dengan

ketentuan ujrah sebesar Rp 15.000 selama satu bulan. Sehingga total

angsuran yang dibayarkan setiap bulan yaitu Rp 1.015.000.**

“Akad Pembiayaan ijarah Multijasa No: 03908/1JR/BMT_C/11/2019BMT Center Kube
Karanganyar

“OAkad Pembiayaan jjarah Multijasa No: 03908/IJR/BMT_C/11/2019 BMT Center
Kube Karanganyar

“'Akad Pembiayaan jjarah Multijasa No:03351/IJR/BMT_C/II1/2018 BMT Center
Kube Karanganyar
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b. Biaya Pajak Kendaraan
Penjelasan dalam akad pembiayaan ijarah multijasa No:
03656/IJR/BMT_C/I1X/2018 dalam pasal 2 perjanjian tersebut
menjelaskan bahwa pihak BMT sekalu pihak pertama menyetujui
memberikan pembiayaan ijarah multijasa kepada pihak kedua (anggota)
sebesar Rp 500.000 untuk membayar pajak kendaraan. Dengan ketentuan
ujrah sebesar Rp 12.500 selama empat bulan. Sehingga total angsuran
yang dibayarkan setiap bulan yaitu Rp 137.500.'%
2. Penentuan Besarnya Ujrah dan Lamanya Waktu Angsuran
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Diah selaku Kabag
Keuangan mengatakan bahwa penetapan rumus dalam menentukan ujrah di
lembaga keuangan memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Penetapan wujrah
yang dilakukan oleh BMT Center Kube Karanganyar vyaitu dengan
menggunakan persentase. Persentase tersebut berasal dari penghitungan yang
dilakukan oleh ketentuan pimpinan BMT. Sehingga wujrah yang diterima
setiap anggota berbeda-beda tergantung dengan jumlah pembiayaan dan
lamanya waktu angsuran. Lamanya waktu angsuran juga beragam, ada yang
kurang dari satu tahun, satu tahun sampai lima tahun dan lebih dari 5 tahun.
Bagi anggota yang mengajukan pembiayaan di bawah 5 juta maka pencairan

dan penandatanganan akad bisa dilakukan di rumah oleh marketing.'*®

“2Akad Pembiayaan Jjarah Multijasa No:03656/1JR/BMT_C/1X/2019 BMT Center Kube
Karanganyar

“Arifiyani Hidayati, Supervisior Marketing, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 3 Maret

2020, jam 10.00 WIB



71

Besarnya wujrah yang ditetapkan di BMT Center Kube Karanganyar
berkisar antara 1.5-2%. Perhitungan dilakukan dengan cara mengalikan
persentase ujrah yang ditetapkan dengan besarnya jumlah pembiayaan dibagi
dengan lamanya waktu angsuran yang telah disepakati bersama. Sedangkan
biaya admin dihitung dengan rumus yang sama dengan kisaran 1.5-2% dari
jumlah pembiayaan yang diajukan. Penetapan besarnya rumus ini berdasarkan
kebijakan BMT vyang didasarkan pada biaya-biaya yang timbul dari
pembiayaan yang dikeluarkan.'**

3. Contoh Perhitungan Pembiayaan Jjarah Multijasa

Pada saat tahun ajaran baru maka bagi para mahasiswa yang berada di
perguruan tinggi diwajibkan untuk membayar uang semesteran yang telah
ditetapkan oleh masing-masing universitas. Pak Siswanto mendatangi BMT
Center Kube Karanganyar untuk mengajukan pinjaman dalam rangka
membayar UKT anaknya sebesar RP 10.000.000 yang akan diangsur selama
2 tahun. Pertama kali yang dilakukan pak Siswanto harus menjadi anggota
BMT terlebih dahulu, jika sudah maka selanjutnya mengisi formulir
pengajuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
Pada saat mendatangi BMT pak Siswanto mengatakan tujuannya datang ke
BMT untuk mengajukan pembiayaan guna membayar pendidikan anaknya,

lalu BMT yang akan menyarankan untuk menggunakan pembiayaan yang
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Diah Nuraini, Kabag Keuangan, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 3 Maret 2020,
pukul 13.00 WIB.
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sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. Kemudian BMT akan membuatkan

perjanjian zjarah multijasa dengan rincian sebagai berikut:

a. Pinjaman pokok = Rp 10.000.000

b. Ujrah = 3.840.000 (160.000x24)

c. Jangka waktu = 24 bulan

d. Biaya administrasi dan lain-lain = Rp 417.000

e. Angsuran pokok =Rp417.000 (10.000.000:24)

f.  Angsuran Jasa =1.6% x 10.000.000 =Rp 160.000

Sehingga total angsuran yang harus dibayar Pak Siswanto setiap
bulannya sebesar Rp 585.000.1*°

Dari pemaparan contoh di atas maka dapat diketahui proses pengajuan
pengajuan pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut:

1) Ketika anggota membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan,
maka anggota mendatangi BMT Center Kube untuk memperoleh manfaat
dari layanan vyang diberikan. Anggota yang ingin mengajukan
pembiayaan 7jarah multijasa diwajibkan untuk melengkapi persyaratan
yang telah ditentukan. Setelah semua persyaratan lengkap maka BMT
akan melakukan analisis apakah anggota tersebut memenuhi kriteria atau
tidak. Jika memenuhi maka dilanjutkan ketahap pencairan.

2) Setelah BMT menyetujui pembiayaan yang telah diajukan oleh anggota,
maka tahap selanjutnya yaitu penandatanganan akad. Berhubung dalam

pelaksanaan pembiayaan multijasa BMT Center Kube hanya

145 Akad Perjanjian Pembiayaan Jjarah Multijasa No: 04432/1JR/BMT_C/11/2020 di BMT
Center Kube Karanganyar
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menyediakan dana yang dibutuhkan oleh anggota, maka
penandatanganan akad dilakukan sekaligus dengan penyerahan dana
yang diajukan tanpa disertai akad wakalah. BMT Center Kube tidak
meminta nota bukti pembayaran kepada anggota. Biasanya anggota yang
datang ke BMT hanya menyampaikan kebutuhan apa yang ingin
dipenuhi, kemudian BMT yang akan mengarahkan menggunakan akad
apa yang sesuai, sehingga biasanya anggota belum mengetahui apa itu
pembiayaan ijarah multijasa.**°
4. Penyelesaian Perselisinan Pada Pembiayaan Jjarah Multijasa.

Penyelesian perselisinan yang dilakukan oleh BMT Center Kube
dilakukan dengan cara musyawarah. Pertama-tama BMT menjalin
komunikasi secara lisan dengan pihak terkait untuk membicarakan secara
kekeluargaan. Jika teguran secara lisan tidak berhasil, maka dalam waktu satu
bulan dikeluarkan Surat Peringatan (SP). SP diberikan sebanyak tiga kali. SP
pertama berupa teguran yang diberikan dalam jangka waktu satu bulan untuk
membayar tunggakan angsuran.Apabila dalam waktu satu bulan setelah
dikeluarka SP pertama tetap tidak ada tanggapan, maka dikeluarkanlah SP
kedua. Setelah dikeluarkannya SP kedua dan anggota tetap tidak ada respon,
maka dikeluarkanlah SP ketiga berupa tindakan, yaitu dengan eksekusi

agunan.Sejauh ini BMT Center Kube belum pernah membawa permasalahan
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ini sampai ke ranah hukum, eksekusi agunan dilakukan hanya sampai ditahap

lelang.**’

“Diyan Wiyono, Kepala Bagian Pembiayaan, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 2
Maret 2020 jam 11.00 WIB.



BAB IV

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAHPADA PEMBIAYAAN

MULTIJASA DAN KESESUAIANNYA MENURUT FATWA DSN-MUI

NOMOR 44/DSN-MUI/VI11/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA

Penerapan Akad Jjarah Multijasa di BMT Center Kube Karanganyar

Pelaksanaan akad jjarah pada pembiayaan multijasa berdasarkan hasil

pengumpulan data yang penulis lakukan, melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi menemukan berbagai data. Dari hasil pengumpulan data tersebut,

penulis fokuskan ke dalam tiga kajian seperti di bawah ini.

1.

Penggunaan Akad Jjarah Pada Pembiayaan Multijasa di BMT Center
Kube Karanganya Menurut Teori Akad
Pelayanan pembiayaan di multijasa di awali dengan melengkapi
persyaratan dan adanya kesediaan anggota untuk disurvei terlebih dahulu.
Apabila anggota dianggap layak dan memenuhi kriteria, maka BMT Center
Kube akan membuat akad perjanjian dan pencairan dana.Standar penilaian
kelayakan anggota yang mengajukan pembiayaan ijarah multijasa sekurang-
kurangnya memperhatikan faktor 5C (Character, Capital, Capacity,
Condition, of econommi, dan Collateral), 5P (Porty, Purpose, Prospect,
Payment, Protection), dan 3R (Returns, Repayment, Risk)."*® Untuk lebih
detailnya, penulis mendeskripsikan pada poin berikut:
a. Anggota mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan jasa yang
diperlukan.  Seperti  kebutuhan jasa  pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, dan pariwisata sebagaimana dijelaskan dalam buku
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Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia yang
menjadi buku rujukan pelaksanaan akad di BMT Center Kube
Karanganyar.'* Pada saat pengajuan pembiayaan, anggota diwajibkan
untuk melengkapi persyaratan yang telah di tentukan, tetapi tidak wajib
menyertakan rincian biaya tagihan dari pihak penyedia layanan jasa.
Besarnya nominal pembiayaan tergantung dari permintaan anggota. Hal
ini sebagaimana dikatakan Ibu Tumini bahwa jumlah pengajuan
pembiayaan 7jarah multijasa sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dan
besarnya tergantung permintaannya.**°

b. BMT melakukan survei kelayakan terhadap anggota. Survei hanya
diberlakukan bagi anggota baru yang pertama kali mengajukan
pembiayaan. Namun, jika yang mengajukan anggota lama maka tidak
perlu dilakukan survei. Hal ini sebagaimana dikatakan ibu Utik, beliau
mengatakan bahwa survei hanya dilakukan satu kali saat pembiayaan
pertama, untuk pembiayaan selanjutnya sudah tidak ada survei.™®* Ketika
anggota dianggap layak dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional
Perusahaan) dengan mempertimbangkan kurang lebih faktor 5C
(Character, Capital, Capacity, Condition, of economy, dan Collateral),

5P (Porty, Purpose, Prospect, Payment, Protection), dan 3R (Returns,

“Spedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesi, him. 28
*Tumini, Anggota Pembiayaan Zjarah Multijasa, Wawancara Pribadi,Pada tanggal 5
Maret 2020, jam 10.00 WIB.

BUtik, Anggota Pembiayaan Jjarah Multijasa, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 4
Maret 2020, jam 13.00 WIB



77

Repayment, Risk).**? Jika telah memenuhi standar tersebut maka pihak
BMT akan membuatkan akad perjanjian. Perjanjian ini di sertai materai
dengan tanda tangan kedua belah pihak sebagai tanda bukti kesepakatan.
Pada saat itu juga pencairan dana dapat dilakukan. Pernyataan ini sama
seperti yang dikatakan lbu Tumini yang mengajukan pembiayaan
pendidikan untuk anaknya. Beliau mengatakan jika persyaraatan sudah di
lengkapi pada saat pengajuan, maka pencairan bisa dilakukan dalam
sehari.”™ Keistimewaan lain yang dapat diperoleh anggota yaitu, jika
jumlah pembiayaan kurang dari Rp 5.000.000 maka pembiayaan dan
penandatanganan akad dapat dilakukan di rumah.™>* Akad pembiayaan
terdiri atas kewajiban para pihak, besarnya angsuran pokok, ujrah,
lamanya waktu angsuran, tanggal penyetoran dan jatuh tempo serta jenis
agunan yang dijadikan jaminan.'® Pembiayaan yang disepakati oleh
kedua belah pihak dibuat oleh BMT yang disesuaikan dengan kebutuhan
anggotanya. Kebanyakan anggota tidak mengetahui pembiayaan apa
yang dilakukan sehingga pihak BMT yang mengarahkan. Hal ini
sebagaimana di jelaskan oleh Ibu Utik dan Ibu Kadar anggota BMT

Center Kube yang tidak mengetahui pembiayaan apa yang telah di
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3 Tumini, Anggota Pembiayaan ijarah Multijasa, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 5
Maret 2020, jam 10.00 WIB.
“*Arifiyani Hidayati, Supervisior Marketing, Wawancara Pribadi Pada tanggal 3 Maret

2020, jam 10.00 WIB.

>Catur Heri P, HRD, Wawancara Pribadi, pada tanggal 2 Maret 2020, jam 13.00 WIB.
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ajukan. Beliau hanya menjelaskan maksud dan tujuan penggunaan dana,

yaitu untuk biaya sekolah anaknya kemudian pihak BMT yang

mengarahkan akad apa yang cocok dengan kebutuhan anggotanya.'®®

Berhubung pengajuan pembiayaan multijasa oleh ibu Utik di bawah Rp

5.000.000 maka penandatanganan akad dan pencairan bisa dilakukan di

rumah.™’

c. Dalam pembiayaan multijasa, BMT Center Kube hanya bertindak
sebagai penyedia dana kepada anggota. Pencairan dilakukan sekaligus
dengan penandatanganan akad ijarah multijasa. BMT tidak menjalin
kerjasama dengan pihak ketiga penyedia layanan jasa. Baik lembaga
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan maupun pariwisata. Hal ini
sebagaimana dikatakan oleh Bapak Catur selaku HRD bahwa BMT
Center Kube hanya melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat kantor
cabang Solo, Bank Tabungan Negara kantor cabang syariah Solo, Bank
Syariah Mandiri kantor cabang Solo, dan Bank Jateng Syariah kantor
cabang Solo. Sampai saat ini belum ada kerjasama dengan instansi
penyedia layanan penidikan ataupun kesehatan.'*® Dalam Pembiayaan

fjjarah multijasa BMT Center Kube tidak menyertakan akad wakalah

dalam penyaluran dana nya kepada anggota. Pernyataan ini juga sama

%6Kadar Pujiyanti, Anggota Pembiayaan ZJjarah Multijasa, Wawancara Pribadi, Pada
tanggal 5 Maret 2020, jam 13.00 WIB

B7Utik, Anggota Pembiayaan ijarah Multijasa, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 4
Maret 2020, jam 13.00 WIB.

8Catur Heri P,HRD, Wawancara Pribadi, pada tanggal 2 Maret 2020, jam 13.00 WIB.
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seperti yang dikatakan Bapak Diyan selaku Kabag Pembiayaan, yang
mengatakan bahwa dalam ijarah, tidak dilakukan penyertaan akad waka-
“/ah karena di dalam akad jjarah tidak ada akad waka/ah.**® Hal ini juga
diperjelas dengan pernyataan bu Diah selaku Kabag Keuangan yang
mengatakan bahwa BMT Center Kube hanya menyediakan penyediaan
dana saja, untuk penggunaan dananya diserahkan sepenuhnya kepada
anggota.*®

BMT juga tidak mewajibkan adanya nota bukti pembayaran
terkait pembayaran yang sudah dilakukanoleh anggota. Sebagaimana
pernyataan Ibu Tumini selaku anggota BMT Center Kube yang
melakukan pembiayaan jjarah multijasa mengatakan bahwa pihak BMT
tidak meminta rincian biaya sekolah maupun nota bukti pembayaran
penggunaan dana, BMT hanya mewajibkan anggota untuk mengangsur
tepat waktu dan melunasi pembiayaan yang dilakukan. Beliau juga
mengatakan bahwa pencairan dana dilakukan sekaligus penandatanganan
akad yang dilakukan dalam satu waktu, dimana sebelumnya juga tidak
ada penyertaan akad wakalah yang diberikan kepada anggota sebagai

wakil dari BMT.* Sehingga BMT tidak mengetahui apakah dana

tersebut digunakan sebagaimana telah tertulis dalam akad atau tidak.
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Diyan Wiyono, Kabag Pembiayaan, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 2 Maret 2020
jam 11.00 WIB.
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Diah Nuraini, Kabag Keuangan, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 3 Maret 2020,
jam 10.00 WIB.

*"Tumini, Anggota Pembiayaan Jjarah Multijasa, Wawancara Pribadi 5 Maret 2020,
jam 10.00 WIB.
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Sementara menurut Bapak Diyan selaku Kabag keuangan mengatakan,
jika pada kenyataannya dana tersebut digunakan tidak sebagaimana
mestinya, seharusnya akad tersebut batal.*®
2. Objek Pada Pembiayaan Jjarah Multijasa

a. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Pedoman Akad Syariah (PAS)
Perhimpunan BMT Indonesia yang menjelaskan bahwa BMT dapat
menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan
antara lain dalam bentuk pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan dan pariwisata.*® Di luar pelayanan jasa tersebut BMT
juga memberikan pembiayaan untuk jasa lain seperti untuk membantu
membayar pajak kendaraan dan mengembalikan pinjaman. Sebagaimana
dijelaskan dalam perjanjian pembiayaan jjarah  nomor
03656/IJR/BMT_C/I1X/2018 dalam pasal 2 perjanjian tersebut
menjelaskan bahwa pihak BMT sekalu pihak pertama menyetujui
memberikan pembiayaan 7jarah multijasa kepada pihak kedua (anggota)
sebesar Rp 500.000 guna membayar pajak kendaraan.'® Selain itu ada
juga anggota yang mengajukan pembiayaan untuk keperluan
mengembalikan pinjaman. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam akad

perjanjian 7jarah nomor 03351/IJR/BMT_C/111/2018 dalam pasal 2
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13pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia, cet. ke-1, (Perhimpunan
BMT Indonesia, 2014), him. 27

®Akad Pembiayaan Jjarah Multijasa No: 03656/IJR/BMT_C/IX/2018 BMT Center
Kube Karanganyar
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perjanjian tersebut menjelaskan bahwa pihak BMT sekalu pihak pertama

menyetujui memberikan pembiayaan ijarah multijasa kepada pihak kedua

(anggota) sebesar Rp 1.000.000 guna mengembalikan pinjaman.'®
Dalam Pedoman Akad Syariah dijelaskan bahwa pembiayaan multijasa
hanya dilakukan dalam empat bidang, namun pada praktiknya BMT
Center Kube menggunakan pembiayaan multijasa untuk berbagai bidang
di luar bidang yang telah diatur dalam PAS.

b. Dalam pembuatan akad perjanjian BMT juga tidak secara rinci
menjelaskan akad yang sedang dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada
kesamaan format yang digunakan dalam objek yang berbeda yaitu dalam
pemabiayaan ijarah murni dengan zjarah multijasa. Sebagaimana tertulis
dalam perjanjian akad ijarah nomor 04253/1JR/X/BMT_C/X/2019 yang
menjelaskan pembiayaan jjarah digunakan untuk membayar sewa
kontrakan  rumah®® dan akad pembiayaan  jjarah  nomor
04432/1JR/BMT_C/11/2020 yang menjelaskan pembiayaan jjarah
digunakan untuk membayar biaya pendidikan.** Tidak dijelaskan secara
rinci mengenai keterangan yang ada didalam akad perjanjian baik

mengenai pengertian akad yang dijalankan maupun mekanisme

pelaksanaan akad itu sendiri.sehingga anggota tidak mengetahui akad apa

Akad Pembiayaan ]je?ra]] Multijasa No: 03351/1JR/BMT_C/111/2018 BMT Center
Kube Karanganyar

'*Akad Pembiayaan Jjarah Multijasa No: 04253/IJR/BMT_C/X/2019 BMT Center Kube
Karanganyar

167 Akad Pembiayaan Jjarah MultijasaNo: 04432/1JR/BMT_C/I1/2020BMT Center Kube
Karanganyar
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yang sedang dijalankan. Seharusnya ada penjelasan dan keterangan
penggunaan akad antara jjarah murni dengan ijarah multijasa agar
mengetahui dimana letak perbedaanya.

c. Berhubung objek pembiayaan multijasa adalah manfaat jasa, maka BMT
Center Kube Karanganyar berkewajiban menyediakan pelayanan jasa
yang di perlukan anggota. Karena kedudukan objek dalam akad adalah
unsur yang wajib dipenuhi. Tanpa adanya objek mustahil akad bisa
terlaksana. Berhubung yang memiliki layanan jasa adalah pihak ketiga,
maka sebaiknya BMT melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan
pihak ketiga selaku penyedia layanan jasa. Sehingga ketika
penandatanganan akad ijarah multijasa yang dilakukan BMT dengan
anggota, objek akad sudah menjadi milik BMT. Maka terpenuhilah unsur
akad yang terdiri dari sighat (jjab dan gabul), ajir (musta’ir dan

mu’ajjir) dan objek akad yang membuat akad itu sah.

3. Penentuan Besarnya Ujrah Pada Pembiayaan Jjarah Multijasa
Besarnya ujrah ditentukan dengan rumus perhitungan yang telah di
tetapkan oleh BMT Center Kube. Penentuan ujrah dilakukan dengan cara
mengalikan jumlah pinjaman dengan persentase yang telah di tentukan.
Menurut penjelasan Bapak Catur dan Ibu Diah penentuan besarnya persentase

tidak pasti, yakni berkisar anatara 1.5%-2%.'%® Semakin tinggi jumlah
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pembiayaan yang diajukan maka semakin besar pula jumlah ujrah yang
dibayarkan anggota.

Dalam penentuan ujrah, BMT Center Kube menggunakan sistem
Musawamah (tawar-menawar, sebagaimana jual beli musawamah), yaitu
ujrah ditentukan melalui proses tawar-menawar antara mua’jjir dengan
musta’jir. Meskipun dengan cara tawar menawar, namun besarnya ujrah
tidak boleh kurang dari 1.5%. Sehingga proses tawar-menawar bertujuan
untuk mencapai mufakat agar saling menguntungkan kedua belah pihak.
Dalam situasi seperti ini, biasanya BMT memberikan penjelasan terkait
rincian-rincian biaya yang diperlukan dalam pencairan pembiayaan, sampai
anggota mengerti dan menyepakati. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibu Anik
yang mengatakan jika anggota keberatan dengan jumlah angusran ataupun
ujrah yang ditetapkan maka solusinya dengan menambah lamanya waktu
angsuran sehingga jumlah angsuran yang dibayarkan sedikit berkurang.*®®
Jika ternyata penawaran tersebut kurang dari 1.5% dan merugikan BMT maka
170

BMT tidak menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

B. Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam Akad
Ijarah Multijasa di BMT Center Kube Karanganyar
Pelaksanaan pembiayaan multijasa yang dilakukan di BMT Center Kube

Karanganyar menggunakan akad ijarah. Sehingga pembiayaan zjarah multijasa

menganut segala aturan yang ada di Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-

" Arifiyani Hidayati, Supervisior Marketing, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 3 Maret

2020 jam 10.00 WIB
°Diyan Wiyono, Kabag Pembiayaan, Wawancara Pribadi, pada tanggal 2 Maret 2020
jam 11.00 WIB
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MUI/IV/2000 tentang pembiayaan zarah. Penulis menganalisis mengenai

kesesuaian penerapan akad 7jarah multijasa dengan ketentuan Fatwa DSN MUI

yang berkaitan dengan rukun dan syarat jjarah, ketentuan objek zjarah, kewajiban

LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah serta penyelesaian perselisihan antara

BMT dengan nasabah.

1. Rukun dan Syarat Jjarah

a. Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09 tahun 2000

tentang pembiayaan ijarah ketentuan pertama tentang sighat ijarah, yaitu
ijab dan gabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad
(berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.*"*

Adanya pernyataan jjab dan gabul ini merupakan kewajiban
yang harus dilakukan antara pihak yang memberi sewa dengan pihak
yang akan menerima sewa sebagai tanda kesepakatan keduanya. Zjab dan
gabul dilakukan secara langsung dan dituangkan dalam bentuk tertulis.
Kesepakatan akad dengan cara anggota mendatangi BMT Center Kube
Karanganyar. Adapun prosedur pengajuan pembiayaan ijarah multijasa di
BMT Center Kube sebagai berikut:

1) Anggota mendatangi BMT Center Kube Karanganyar untuk
mengajukan permohonan pembiayaan ijarah multijasa.

2) Setelah BMT Center Kube telah menyetujui maka selanjutnya
dilakukan penandatanganan akad sekaligus pencairan dana yang

diajukan.

Y"Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI.. him. 94-95
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3) Akad perjanjian dibuat dengan tertulis disertai penggunaan materai
sehingga mengikat dan berkekuatan hukum. Dimana isinya memuat
tentang kewajiban para pihak.

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa syarat
pengajuan pembiayaan multijasa di BMT Center Kube maka harus
mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang wajib dipenuhi,
kemudian tahap selanjutnya, yaitu survei yang dilakukan BMT untuk
mengetahui apakah anggota berhak memperoleh pembiayaan atau tidak,
apabila dianggap layak barulah setelah itu penandatanganan akad
pembiayaan multijasa dilakukan.

Sehingga dari alur pembiayaan yang dilakukan BMT Center Kube
sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI ketentuan pertama, poin pertama
mengenai sighat ijarah (ijab dan gqabul) terkait dengan pernyataan
persetujuan antara kedua belah pihak yang berakad.

Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan

Jjarah ketentuan pertama tentang pihak-pihak yang berakad: terdiri atas

pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.'’> Dalam

pembiayaan 7jarah multijasa pihak yang memberi sewa/memberi jasa
adalah BMT Center Kube Karanganyar, sedangkan pihak yang
menyewa/pengguna jasa adalah anggota BMT Center Kube Karanganyar.

Anggota yang dapat mengajukan pembiayaan multijasa apabila telah

dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dimana anggota yang

72 pjid.
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belum berusia 17 tahun atau belum memiliki KTP tidak boleh

mengajukan pembiayaan ijarah multijasa atau harus dengan persetujuan

kedua orangtua. Pernyataan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan

Bapak Catur selaku HRD.'"® Adapun persyaratan dokumen lain yang

harus dipenuhi oleh anggota antara lain sebagai berikut:

1) Melampirkan photocopy identitas (KTP/SIM), jika sudah menikah
wajib melampirkan photocopy KTP suami dan istri.

2) Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (KK)

3) Melampirkan photocopy surat nikah bagi yang sudah menikah

4) Melampirkan agunan berupa BPKB/SHM aslinya jika akan
mengajukan pembiayaan.

Dalam ketentuan ini BMT Center Kube sudah sesuai dengan
ketentuan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan jjarah ketentuan
pertama, poin pertama mengenai rukun dan syarat jarah yang berupa
sighat ijarah, yaitu pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi
sewa/pemberi jasa yaitu BMT Center Kube Karanganyar dan
penyewa/pengguna jasa Yaitu anggota yang mengajukan pembiayaan
fjarah multijasa.

Ketentuan Objek Akad Ijarah

Objek dalam pembiayaan ijarah multijasa yaitu jasa seperti jasa

pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Dimana

kedudukan objek ini sangat penting karena merupakan rukun dari suatu

Catur Heri P, HRD, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 2 Maret 2020, jam 13.00 WIB.
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akad. Sebagaimana di jelaskan dalam Fatwa DSN-MUI tentang
pembiayaan jjarah ketentuan kedua poin pertamayaitu objek sarah
adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa.'”

Sebelumnya telah dijelaskan di poin A, bahwa BMT dapat
menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan
antara lain dalam bentuk pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan dan pariwisata. Selain pelayanan di bidang tersebut
BMT Center Kube Karanganyar juga menggunakan akad 7jarah multijasa
untuk pembiayaan lain seperti membayar pajak kendaraan dan
mengembalikan pinjaman.

Berhubung objek dari pembiayaan multijasa adalah manfaat
jasa.Maka BMT menyediakan pelayanan jasa yang dibutuhkan
anggota.Dalam praktiknya BMT Center Kube Karanganyar hanya
menyediakan uang bukan berupa jasa pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, dan pariwisata. Dimana akad 7jarah multijasa dilakukan
langsung antara BMT dengan anggota sebelum objek akad menjadi milik
BMT. Sementara menurut Jaih Mubarok dalam bukunya menjelaskan
mengenai status kepemilikan objek dalam pembiayaan ijarah multijasa
bahwa:

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak bisa melakukan akad
langsung dengan nasabah kecuali melakukan salah satu di antara dua
hal, yaitu LKS membeli manfaat dengan melakukan kerjasama

dengan pihak ketiga atau LKS mewakilkan kepada anggota untuk
melakukan kerjasama terkait jasa yang diperlukan.Jika salah satu di

Y*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI... him. 94-95



88

antara keduanya sudah dilakukan maka baru boleh akad y'zzm]z
dilakukan, hal tersebut dilakukan untuk membuat objek J7jarah
menjadi milik LKS sebelum disewakan kepada anggota.'”

Hal itu sebgaimana dikatakan Erwandi Tarmisi dalam bukunya
yang mengatakan bahwa:
Jika pembiayaan multijasa ditandatangani oleh keduabelah pihak
(nasabah dan LKS) sebelum akad jjarah antara nasabah dengan
perguruan tinggi (pihak ketiga) dilaksanakan, maka ini termasuk
menyewakan jasa yang belum dimiliki LKS... Namun jika
memungkinkan sebaiknya wakil dari LKS bukanlah nasabah...Hal
ini untuk menghindari bahwa ini hanya sekedar pengelabuhan akad
riba dan agar jelas peran Lembaga Keuangan Syariah dalam
transaksi tersebut.'"®
Berhubung BMT tidak melakukan salah satu diantaranya maka
rukun jjarah dalam hal penyediaan objek akad tidak terpenuhi. Sehingga
akad jjarah multijasa ini tidak sah karena BMT Center Kube tidak
memiliki objek yang akan disewakan kepada anggota pada saat akad
ditandatangani. Selain itu BMT juga tidak melakukan kerjasama dengan
pihak pelayanan jasa sebelumnya. Padahal kedudukan objek dalam suatu
akad sangat penting karena termasuk kedalam rukun yang wajib
dipenuhi. Karena tanapa adanya objek mustahil jika akad itu terjadi.
Sehingga penerapan Jjarah multijasa belum sesuai dengan ketentuan
Fatwa pertama poin ketiga.
Alternatif lain yang bisa dilakukan BMT dalam hal ini yaitu

BMT bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebelum melakukan

perjanjian ijarah multijasa sehingga objek akad menjadi jelas ketika akad

175Jaih Mubarok, Figh Muamalah Maliyyah Akad 7jarah dan Ju’ala... him. 224-225.

*Erwandi Tarmisi, Harta Haram Muamalat Kontemporer...him. 461



3.

89

dilakukan. Meskipun menggunaan akad wakalah diperbolehkan, namun
alangkah lebih baiknya jika bukan anggota yang dijadikan sebagai wakil
dari BMT. Hal ini bermaksud agar peran BMT terkait kewajibannya
menyediakan objek sewa menjadi lebih jelas. Karena objek pembiayaan
multijasa adalah jasa, sehingga jika diwakilkan kepada anggota peran
BMT menjadi tidak jelas.

Kewajiban LKS dan Anggota dalam Pembiayaan Jjarah Multijasa

Kewajiban para pihak yang melakukan pembiayaan 7jarah multijasa di

BMT Center Kube Karanganyar, yaitu BMT sebagai pemberi sewa jasa

(mu’ajjir) dan anggota sebagai penyewa jasa (musta’jir), dimana masing-

masing memiliki kewajiban yang berbeda, yaitu:

a. Kewajiban LKS sebagai Mu’ajjir

Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI tentang
pembiayaan sjarah ketentuan ketiga mengenai kewajiban LKS sebagai
pemberi manfaat barang atau jasa.'”’

BMT Center Kube sebagai mu’ajjir berkewajiban untuk
menyediakan barang yang disewa atau jasa yang dibutuhkan oleh
penyewa seperti ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ijarah
ketentuan ketiga tentang kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan
jjarah”. Sebagaimana dijelaskan bapak Catur selaku HRD yang
mengatakan bahwa sampai saat ini BMT Center Kube Karanganyar

belum melakukan kerjasama dengan pihak penyedia layanan jasa

Y’Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI... him. 94-95
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pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa
kewajiban BMT dalam pembiayaan zarah multijasa hanya sebagai
penyedia dana.'”® Artinya dalam pembiayaan ijarah multijasa BMT
Center Kube Karanganyar tidak memiliki layanan jasa yang dibutuhkan
anggota. Peran BMT di sini hanyalah sebagai penyedia dana sesuai
dengan kebutuhan anggota tanpa disertai adanya akad waka/ah. Hal ini
diperjelas dengan pernyataan lbu Diah selaku Kabag Keuangan yang
mengatakan bahwa BMT Center Kube hanya menyediakan pembiayaan,
untuk pemanfaatan dana diserahkan sepenuhnya kepada anggota.l”
Sementara dalam bukunya Adiwarman A Karim menjelaskan bahwa
pengertian jjarah menurutnya yaitu:
Hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan.
Pemberi sewa berkewajiban mempersiapkan barang akan yang akan
disewa agar bisa dimanfaatkan secara maksimal."®Dimana Bank
harus menyewa barang (ijarah) kepada pemberi sewa dengan
pembayaran sewa dimuka selama periode tertentu dan kemudian di
sewakan kembali kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa
secara bulanan selama periode tertentu.'®
Sehingga BMT berkewajiban untuk menyediakan jasa yang
dibutuhkan anggota dengan dana talangan yang dibayar cash diawal,

baru setelah itu BMT membuat kesepakatan dengan anggota dan

membayarnya dengan cara mengangsur. Kewajiban BMT bukan hanya

8Catur Heri P, HRD, Wawancara Pribadi, pada tanggal 2 Maret 2020, jam 13.00 WIB.

179

10.00 WIB.

Diah Nuraini, Kabag Keuangan, Wawancara Pribadi, pada tanggal 3 Maret 2020, jam

¥ Adiwarman A Karim, Bank Islam analisis Figih dan Keuangan... him.138

8 1pid.. him. 150
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menyediakan dana yang kemudian dimanfaatkan oleh anggota tanpa
adanya penyertaan akad wakalah dan nota bukti pembayaran. Karena
kewajiban ini berkaitan dengan hak BMT untuk memperoleh ujrah.

Pendapat ini sama dengan buku Pedoman Akad Syariah (PAS)
Perhimpunan BMT Indonesia menjelaskan dalam skema pembiayaan
jjarah multijasa dimulai dengan melakukan negosiasi antara BMT dengan
penyedia layanan jasa terkait jasa yang akan disewakan BMT kepada
anggota. Baru setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, BMT
melakukan penandatanganan akad ijarah multijasa dengan anggota.'®?

Namun BMT tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu melakukan
perjanjian kepada penyedia layanan jasa sebelum melakukan
penandatanganan akad Zjarah multijasa dengan anggota.Sehingga peran
BMT dan penggunaan akad Zjarah di sini menjdi tidak jelas.Dalam hal ini
BMT Center Kube selaku mu’ajjir belum sesuai dengan Fatwa
pembiayaan jjarah, karena tidak melaksanakan kewajibannya,
sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan ketiga poin pertama selaku
penyedia jasa.

Sebaiknya BMT melakukan kerjasama dengan pihak Kketiga
terlebih dahulu sebelum melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Hal
ini bertujuan agar BMT selaku penyedia jasa menjalankan kewajibannya

dengan benar sehingga terpenuhinya segala rukun dan syarat akad sesuai

¥’pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia, him. 58
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dengan ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09 tahun
2000 tentang pembiayaan sjarah.
b. Kewajiban anggota sebagai musta jir
Anggota yang mengajukan pembiayaan jjarah multijasa di BMT
Center Kube Karanganyar memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.
Sebagaimana di jelaskan dalam Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan
jjarah ketentuan ketiga poin dua yang menjelaskan bahwa “kewajiban
anggota, yaitu membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk
menjaga keutuhan barang serta menggunakannyasesuai kontrak”.!®®
Sehingga anggota yang mengajukan pembiayaan zjarah multijasa di BMT
Center Kube Karanganyar memiliki kewajiban yang harus
dipenuhi.Dalam praktiknya anggota telah memenuhi kewajiban tersebut
dengan membayar angsuran setiap bulannya dimana besarnya tergantung
jumlah pembiayaan yang diajukan dan sesuai tanggal jatuh tempo yang
disepakati. Seperti yang di lakukan oleh Ibu Kadar yang membayar
angsuran sebesar Rp 1.015.000 selama 12 bulan dengan jumlah
pembiayaan Rp 10.000.000.'®* Dan Ibu Utik yang membayar angsuran
sebesar Rp 254.500 selama 12 bulan dengan jumlah pembiayaan Rp

3.000.000.® Kedua anggota tersebut membayar angsuran sesuai dengan

*®*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI... him. 94-95

18Kadar Pujiyati, Anggota Pembiayaan jjarah multijasa, Wawancara Pribadi, Pada
tanggal 5 Maret 2020, jam 13.00 WIB

®5Utik, Anggota Pembiayaan ijarah multijasa, Wawancara Pribadi,Pada tanggal 5 Maret
2020, jam 13.00 WIB
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besaran yang di tentukan dan tanggal yang sudah disepakati di awal.
Sehingga kedua anggota BMT Center Kube Karanganyar selaku
musta’jir telah sesuai dengan Fatwa pembiayaan ijarah ketentuan ketiga
poin dua.
4. Penyelesaian Perselisinan Pada Pembiayaan Jjarah Multijasa
Permasalahan yang banyak terjadi di BMT Center Kube Karanganyar
yaitu adanya pembayaran angsuran yang macet dan tidak sesuai dengan
waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Upaya yang dilakukan oleh
BMT untuk menyelesaikannya dilakukan dengan dua cara, yaitu komunikasi
langsung dengan cara kekeluargaan dan melalui surat formal dengan
dikeluarkannya Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali. Dalam penyelesaian
sengketa BMT Center Kube memilih menyelesaikan dengan cara
kekeluargaan. Pertama-tama BMT menjalin komunikasi secara lisan dengan
pihak terkait untuk membicarakan secara kekeluargaan. Jika teguran secara
lisan tidak berhasil, maka dalam waktu satu bulan di keluarkan Surat
Peringatan (SP). Apabila dalam waktu satu bulan setelah di keluarkannya SP
pertama tetap tidak ada tanggapan, maka dikeluarkanlah SP kedua. Setelah
dikeluarkannya SP dua tetapi anggota tetap tidak ada respon, maka
dikeluarkanlah SP ketiga berupa tindakan, yaitu dengan eksekusi agunan
yang telah dijaminkan. Selama ini BMT Center Kube Karanganyar belum

pernah menempuh jalur hukum. Eksekusi agunan dilakukan hanya sampai
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ditahap lelang™®® Berdasarkan upaya yang telah dilakukan dalam
penyelesaian pembayaran angsuran yang macet dan tidak sesuai dengan
waktu yang telah di sepakati sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI
tentang pembiayaan fjarah point empat “jika salah satu pihak tidak
menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisinan di antara para pihak
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”'®” Dimana BMT
menggunakan cara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi

agunan.

186

Diyan Wiyono, Kabag Pembiayaan Wawancara Pribadi, Pada tanggal 2 Maret 2020
jam 11.00 WIB

"¥’Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI... hlm. 94-95



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis yang telah dijelaskan di bab sebelumnya,
dengan mengacu pada rumusan masalah. Maka di bab ini penulis akan
memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan

sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan ijarah multijasa di BMT Center Kube Karanganyar
menggunakan akad jiarah. Maka dalam pelaksanaanya mematuhi segala
ketentuan yang ada di dalam Fatwa jjarah. Mekanisme pelaksanaan
pembiayaan zjarah multijasa di BMT Center Kube yaitu BMT sebagai pihak
penyedia dana memberikan pembiayaan Jjarah multijasa kepada anggota yang
telah memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan. Selanjutnya BMT Center
Kube membuat akad perjanjian yang ditandatangani keduabelah pihak
sekaligus memberikan dana pembiayaan. Dalam pembiayaan ini BMT tidak
menyertakan akad wakalah. BMT juga tidak mewajibkan menyerahkan nota
bukti pembayaran setelah dana digunakan. Peran BMT di sini hanyalah
menyediakan dana talangan untuk bisa dimanfaatkan oleh anggota dalam
memperoleh manfaat suatu jasa, seperti jasa pendidikan, kesehatan, dan
pariwisata, ataupun jasa lain. BMT tidak melakukan kewajibannya
menyediakan layanan jasa dan tidak bekerjasama dengan pihak

penyedialayanan jasa. Dalam pembiayaan 7jarah multijasa ini BMT Center

95
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Kube menetapkan ujrah sebesar 1.5-2% dari pinjaman yang diajukan oleh
anggota.

Dari uraian penjelasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan
mengenai penerapan pembiayaan ijarah multijasa di BMT Center Kube
Karanganyar belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan jjarah.  Ketidaksesuaian
pelaksanaan pembiayaan di sana terletak pada tidak dipenuhinya rukun dan
syarat akad jjarah. Pada praktiknya BMT Center Kube Karanganyar hanya
memenuhi unsur akad berupa sighat (ijab-gabul) dan orang yang berakad.
Dimana BMT tidak memenuhi unsur akad yaitu berupa objek pembiayaan.
Karena pada saat penandatanganan akad dilakukan BMT belum memiliki
objek yang akan disewaka kepada anggota. Padahal kedudukan objek dalam
akad adalah unsur yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah. Sehingga
dalam hal ini BMT Center Kube Karanganyar tidak memenuhi kewajibannya

yaitu menyediakan objek akad berupa pelayanan jasa.

B. SARAN

1.

Bagi para pihak BMT Center Kube khususnya para pegawai, hendaknya lebih
memperdalam pengetahuan terkait akad ijarah multijasa dan mempekerjakan
pegawai yang memahami ekonomi syariah agar akad bisa di jalankan dengan
baik dan benar.

BMT Center Kube Karanganyar sebaiknya menjalin kerjasama dengan pihak

ketiga seperti penyedia layanan jasa pendidikan, jasa kesehatan ataupun
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lembaga lain. Agar kewajiban BMT sebagai penyedia layanan jasa dapat
terpenuhi dan memudahkan dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa.
BMT Center Kube sebagai lembaga keuangan yang menjalankan usahanya
dengan prinsip syariah seharusnya bisa menerapkan peraturan Fatwa DSN-
MUI dengan tepat agar tercipta perekonomian sesuai dengan Al-Quran dan
Hadis

Dewan Pengawas Syariah sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan
terhadap produk-produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah agar tetap

sesuai dengan ketentuan Fatwa yang berlaku.
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Lampiran 1. Fatwa Mengenai Multijasa.

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor 44/DSN-MUI/VI111/2004
Tentang
Pembiayaan Multijasa

S ek 5 i oy

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang

bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi
kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, Vaitu
pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;

bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan
dengan jasa tersebut;

bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip
syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu
menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan

pedoman.

: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

a. QS. al-Bagarah [2]: 233:
sl e At 1) Kile £UA 36 YT S O AT 5
e &slarilay 40 G 1Ak 5 a1 5805
"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

yang patut. Bertagwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

b. QS. al-Qashash [28]: 26
Sl s sl cnalind g 52 O 6 el callh Ghlad) il

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
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sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya."
c. QS.Yusuf[12]: 72:
o5l s Jas 4y 2la (al Gllall ¢ 50a ki 151

"Penyeru-penyeru itu berseru, "Kami kehilangan piala Raja; dan
barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh
bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin
terhadapnya."

d. QS.al-Maidah [5]: 2:

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan
tagwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan)
dosa dan pelanggaran.”
e. QS. al-Maidah [5]:1:
Loasdl 5850 5T Gl g g

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

f.  QS. al-lsra' [17]: 34:
Y3 O8 gl ) ey 158515

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggunganjawabannya."

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:
a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

Ao Caag O 0 5 oAT el ke

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

b. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id
al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

SoAT Akl gl el e

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
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upahnya."
Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqgash, ia berkata:

A 35 Ul e olally aatlas 531 (e (31550 o Ly Gt T o KK
Al gy L K Uty ol e gy all adle T

"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal
tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan
emas atau perak."

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari '"Amr bin 'Auf al-Muzani:

Gl Oy e JaT 5 Y3 a0s ki ) Gualtiall G Sl sl
Lioa a0 ST Y0R a5 W ) aghas s

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram."

Hadis Nabi riwayat Bukhari:

datle il sy ol a4y e s 00 3 g S 0l e
e 05 108 (03] 530y ol £ le T 9 1516 00 G e Op 10
I35 A5 Gle 35 5 06 (Kmlin e 13k 08 2130 e (e

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang
laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia
mem-punyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau
men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain,
Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat
menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu'
(beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah
berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka
Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari
dari Salamah bin Akwa").

Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang
lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:
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ST PEEE

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun
orang lain."

g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:

) i d O35 06 (e 0 40 e 5 Gl i ol G el Al o e
Aol me Al alis e

"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung).”
h. Hadis Nabi riwayat Muslim:
sl g3 ¢ Nall Sl il o3 o8
"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”
3. Kaidah Figh, antara lain:
e A0 e 3 0% Y Ayl edleal) s e

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

3% 55l
"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."
"Kesulitan dapat menarik kemudahan"
£ B8 Casally

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan
sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak
bertentangan dengan syari‘at)."”

Memperhati : 1. Pendapat para ulama, antara lain::
kan a. Kitab I’anah al-Thalibin, jilid 111/77-78:

& oo _yye

S el U5 s Voo (om A1 08 B8 S5 | g (o OIS L Ly )
Al pan 5RD (il Jiad o8 - N A3 N5 el e AT Alals fa
Galln L Ul B 138 Com 81 OB 515 1008 450 5 4 Ll G380 415
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U PR SPER L SRE W FON [ PROR R I DV [ RO
Sakall as 31 E fe dle 52 Wl Gals glalall

"(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang
akan menjadi kewajiban seperti utang dari akad gardh) yang
akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: 'Berilah orang ini utang
sebanyak seratus dan aku menja-minnya.' Penjaminan tersebut
tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang
Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan
terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fixed-- dan
menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam
fasal tersebut adalah sebagai berikut: 'Seandainya seseorang
berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus ... dan aku
menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan
utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau
sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut
pendapat yang paling kuat (awjah)." Dengan demikian,
pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman)
yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi
kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya
sendiri dalam pasal tentang gardh di atas yang menegaskan
bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman."
b. Kitab Mughni al-Muhtajj, jilid II: 201-202:

Aadh il 0B (G6) B8 (@R) L LA A5 (osakadl b bins)
L3l Aaiil L o (Ll b Jlala 20 #30a3) L. Cad f G Hlada
A sen Al Y ads i

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak
yang bersifat fixed pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah
menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul gadim --
Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang
yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan
dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat --
kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan
tersebut.”
c. Kitab al-Muhadzdzab, juz | Kitab al-ljarah hal. 394:

o) AR waliadl D) dalsd Y5 L dalal gid) e sylayl de S

Ll e solayi e 530 4 Gag ol e gl e s Ul (e Y]
"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat
yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama
dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli
atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad

ijarah atas manfaat."
2. Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan

ljarah.
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3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/1V/2000 tentang Kafalah.
4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11
Agustus 2004.
5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari
Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.
Dengan memohon taufig dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (ja'iz) dengan
menggunakan akad ljarah atau Kafalah.

2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa ljarah.

3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa
Kafalah.

4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat
memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.

5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan
dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk

prosentase.

Kedua . Penyelesaian Perselisihan
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiaannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Ketentuan Penutup
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Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,

akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Jakarta
Tanggal ;24 Jumadil Akhir 1425 H
11 Agustus 2004 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekertaris

K.H MA Sahal Mahfud Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin



Lampiran 2. Fatwa Mengenai ljarah.

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor 09/DSN-MUI/V1/2000
Tentang
Pembiayaan ljarah
asn D (e 31T A ey

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimban
g

Mengingat

bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu
barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu
akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;

bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain
guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan
pembayaran upah (ujrah/fee);

bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga
keuangan syari’ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;

bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN
memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk
dijadikan pedoman oleh LKS.

Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

Lad)s L) slall 3 adiilen afy LA A3 ) Gl (3l abl
L 38 &5 Sad sy LAl Uiy adlany 3 a5y (ads (358 pbiais
"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-gian
mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 233:

ey pally £l ik 1) &ile FUA S8 &Y it O A G5
s G3laadla d G sake 5l 158
"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
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tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. Bertagwalah kepada Allah; dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."
Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

Gl g gl Enalid o 52 G b oali ol a s &0
"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada Kkita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.”
Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi

bersabda:
Abe Cany T U8 50AT i ke
"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."
Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id
al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: ) ] o
Soal Al ) ) Sali oa
"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya."
Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqgash, ia
berkata:
A O3k g dlghe lally aallag o 531 o (815 e Ly G 3¥T (5 R TE
A 5 iy S G el A el ally alle 1 s
"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal
tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan

emas atau perak."

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

SE Gy Gioa Jal 5 Y9 a5a Wla ) Gaaltiall G Sis Alall
LA JaT 508 258 s ) agka s

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang

halal atau menghalalkan yang haram."

Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

Kaidah figh:

L 35 e O 0 1 9) A8yl Sl b Bl
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
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"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus
didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari‘ah Nasional pada hari
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Rukun dan Syarat ljarah:

1.

Sighat ljarah, yaitu 7jab-gabul berupa pernyataan dari
kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik
secara verbal atau dalam bentuk lain.
Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi
sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
Obyek akad ijarah adalah :

a. manfaat barang dan sewa; atau

b. manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Obyek ljarah:

1.

Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang
dan/atau jasa.

Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat
dilaksanakan dalam kontrak.

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat
dibolehkan (tidak diharamkan).

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan
sesuai dengan syari‘ah.

Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa
untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang
akan mengakibatkan sengketa.

Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,
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termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan
spesifikasi atau identifikasi fisik.

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan
dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran
manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual
beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ljarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa
(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek
kontrak.

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau
upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat

dan jarak.

Ketiga . Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan ljarah
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau

jasa:

a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa
yang diberikan

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.

c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang
disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang
atau jasa:

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung
jawab untuk menjaga keutuhan barang serta
menggunakannya sesuai kontrak.

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang
sifatnya ringan (tidak materiil).

c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena

pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan,
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juga bukan karena kelalaian pihak penerima
manfaat dalam menjaganya, ia tidak
bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat »Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‘ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekertaris
Prof. K.H. Ali Yafie Drs. H. A Nazri Adlani
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Lampiran 3. Transkip Wawancara.
A. Transkrip wawancara dengan Bapak Catur Heri Prasetyo selaku HRD BMT

Center Kube Karanganyar dengan keterangan P sebagai Pewawancara dan N

sebagai Narasumber

1.

2.

P : Kapan berdirinya BMT Center Kube Karanganyar?
N : BMT Center Kube Karanganyar berdiri pada tahun 2006

P : Apa Visi, Misi, dan Tujuan berdirinya BMT Center Kube
Karanganyar?
N : ya intinya BMT itu sebagai lembaga keuangan yang mandiri,

sehat, kuat dan terpercaya dalam melayani usaha anggota dan masyarakat
sekitar menuju kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera, material dan
spiritual, misinya untuk mendukung visi seperti menghindari
Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu
rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi. Gerakan pemberdayaan
meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaan
menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju. Nanti lebih
detailnya ada di Company Profile BMT

P . Pembiayaan apa saja yang ada di BMT Center Kube
Karanganyar?

N : Pembiayaan Zjarah dan Multijasa (Jasa Pelayanan), Murabahah
(Jual Beli), Musyarakah (Kerjasama),Al-Qard (sosial) untuk lebih
jelasnya nanti bisa di baca pada keterangan brosur di depan.

P : Sejak kapan pembiayaan multijasa di BMT Center Kube
Karanganyar mulai ada?

N : Pembiayaan Multijasa sudah ada sejak awal berdirinya BMT.

P : Apa saja sektor yang dibiayai dalam pembiayaan ijarah multijasa?
N : Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan
Pariwisata.

P : Apa saja syarat untuk bisa mengajukan pembiayaan ijarah

multijasa BMT Center Kube Karanganyar?
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N . pertama-tama harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu, lalu
mengisi  formulir pengajuan pembiayaan, kemudian melengkapi
persyaratan seperti photocopy KTP, KK, Surat Nikah dan menyertakan
agunan sebagai jaminan serta bersedia di survei.

P : Pembiayaan di bidang apa yang paling diminati anggota?

N  : biasanya paling banyak itu di pembiayaan Murabahah, lalu kalau
pembiayaan jjarah multijasa biasanya untuk pembiayaan dibidang
pendidikan dan kesehatan.

P :Berapa ketentuan maksimal pembiayaan ijarah multijasa yang
boleh diajukan?

N : di BMT kami tidak ada ketentuan maksimal, selama saling
sepakat pembiayaan berapapun akan kami berikan. Karena tidak ada
pembatasan dari pihak BMT

P : Apa saja kewajiban BMT dalam pembiayaan ijarah multijasa?

N : Menyediakan dana yang diperlukan anggota

P :Apakah dalam pembiayaan ijarah multijasa BMT Center Kube
Karanganyar melakukan kerjasama dengan pihak ketiga?

N : Sampali saat ini belum ada. Kami hanya melakukan kerjasama
dengan bank-bank syariah seperti Bank Muamalat kantor cabang Solo,
Bank Tabungan Negara kantor cabang syariah Solo, Bank Syariah
Mandiri kantor cabang Solo, dan Bank Jateng Syariah kantor cabang

Solo.

Transkrip wawancara dengan Bapak Diyan Wiyono selaku Kepala Bagian

Pembiayaan dengan keterangan P sebagai Pewawancara dan N sebagai

Narasumber

1.

2.

P : Sejak kapan pembiayaan Zjarah multijasa berlaku di BMT Center
Kube Karanganyar?

N : Sejak berdirinya BMT ini, Pembiayaan multijasa juga sudah ada.
P : Apa saja objek yang dibiayai dengan menggunakan ijarah

multijasa?
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N : Objek pembiayaan nya di bidang Pendidikan, Kesehatan,
Pariwisata dan Tenagakerja

P :Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi anggota jika ingin
melakukan pembiayaan ijarah multijasa?

N . pertama-tama harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu, lalu
mengisi  formulir pengajuan pembiayaan, kemudian melengkapi
persyaratan seperti photocopy KTP, KK, Surat Nikah dan menyertakan
agunan sebagai jaminan serta bersedia di survei.

P :Bagaimana implementasi pembiayaan jjarah multijasa?

N . Setelah anggota melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan
maka selanjutnya BMT melakukan survey terlebih dahulu. Jika
memenuhi Kkriteria kemudian BMT memberikan dana yag diperlukan
anggota dan penandatanganan akad pembiayaan zjarah multijasa.

P : Mengapa dalam pembiayaan 7jarah multijasa tidak menggunakan
akad wakalah?

N : Karena di dalam pembiayaan jjarah tidak bisa menggunakan
akad wakalah berbeda dengan akad murabahah yang bisa menggunakan
akad wakalah

P : Apakah BMT Center Kube mewajibkan adanya nota bukti
pembayaran setelah anggota melakukan pembiayaan ijarah multijasa
dengan pihak ketiga?

N : Seharusnya ada nota, tapi karena banyak yang tidak memberikan
nota tersebut akhirnya tidak dimintai bukti pembayaran terkait dana yang
telah digunakan anggota.

P . Bagaimana jika ternyata dana tersebut tidak digunakan
sebagaimana mestinya?

N . Ya seharusnya akad batal, karena peruntukannya tidak sesuai
akad diawal. Namun namanya orang banyak itu memiliki karakternya
berbeda-beda intinya BMT percaya dengan anggota saja.

P : Langkah apa saja yang dilakukan BMT Center Kube Karanganyar

jika terjadi wanprestasi?
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N : yang pertama itu dibicarakan baik-baik dengan cara kekeluargaan.
jika tidak ada tanggapan baru diberikan Surat Peringatan sebanyak 3x, SP
pertama dan kedua itu masih berupa peringatan barulah yang ketiga itu
sudah tahap eksekusi agunan. Tapi biasanya tidak sampai ke tahap

Pelaporan ke Pengadilan, paling hanya sampai tahap lelang saja.

C. Transkrip wawancara dengan Ibu Diah Nuraini selaku Kepala Bagian

Keuangan dengan keterangan P sebagai Pewawancara dan N sebagai

Narasumber

1.

P : Berapa persen jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh
BMT dari agunan yang dijaminkan anggota?

N : Ada perhitungannya sendiri, yaitu kurang lebih 30% dari nilai
agunan yang dijaminkan.

P :Bagaimana cara menentukan ujrah?

N : dengan rumus yang sudah ditetapkan BMT, yaitu sekitar 1.5-
2.5% dari total pembiayaan yang diajukan

P :Apakah cara penghitungan ini juga disampaikan pada saat
pengakadan dilakukan

N : Di dalam akad sudah ada nominalnya, biasanya kita menjelaskan
jika anggota menanyakan saja.

P :Kenapa BMT lebih memilih memberikan uangnya kepada
anggota?

N : Karena biar lebih simple, berhubung SDM kami juga terbatas,
dan kebutuhan anggota kan berbeda-beda, sehingga biar anggota sendiri
yang mencari mana yang sesuai dengan kebutuhannya.

P :Apakah BMT mewajibkan adanya nota bukti pembayaran setelah
anggota melakukan pembiayaan sjarah multijasa dengan pihak ketiga?

N : Tidak ada, karena anggota itu ada yang mau ada yang tidak, jadi
seiring berjalannya waktu nota bukti pembayaran itu tidak diwajibkan.
Berbeda dengan pembiayaan murabahah karena paai wakalah sehingga

nota bukti pembayaran wajib diberikan.
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6. P : Menurut ibu Diah, dalam pembiayaan 7jarah multijasa ini apa saja
kewajiban BMT?
N : BMT berkewajiban menyediakan dana yang diperlukan anggota
pembiayaan.
D. Transkrip wawancara dengan lbu Arifiyani Hidayati selaku Supervisior
Marketing dengan keterangan P sebagai Pewawancara dan N sebagai
Narasumber
1. P : Apa keunggulan yang dimiliki BMT Center Kube?
N : BMT Center Kube Karanganyar sudah menggunakan IBS
(Integrate Micro Banking System) yang sangat memudahkan anggota
untuk melakukan transaksi, lalu kami juga menggunakan system ATM
(Angkat Telepon Mangkat),selain itu juga pelayanan kami sangat cepat
dan sering memberikan hadiah hadiah dorprize kepada anggota,
pembiayaan dilakukan dengan cepat dan amanah.

2. P : Produk apa saja yang dimiliki BMT Center Kube?
N : Ada banyak sekali mbak, salah satu yang menjadi ungulan di
produk simpanan yaitu arisan gerak.

3. P : Apa saja produk unggulan yang dimilik BMT Center Kube?
N : Ada banyak sekali mbak, salah satu yang menjadi ungulan di
produk simpanan yaitu arisan gerak.

4. P :Bagaimana strategi marketing yang digunakan untuk menarik
minat anggota?
N : Biasanya kita melakukan serbu pasar, dimana kita menjelaskan
kepada pedagang-pedagang dan membagikan brosur kepada mereka.
Kemudian dengan adanya system ATM juga sangat membantu anggota
yang tidak bisa menabung atau mengangsur langsung ke BMT, di sinilah
peran marketing sangat di perlukan

5 P :Berapa omset perbulan yang di peroleh BMT Center Kube?
N . karena sini kantor pusat sehingga omsetnya paling tinggi, yaitu

sekitar 2.5-3 Miliyar pertahun. Selain omset kelompok ada juga omset
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individu, sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab untuk target

yang telah ditentukan.

P : Apa saja kendala yang dihadapi selama menjadi Marketing?

N  :Yang paling susah itu yak arena ada beberapa anggota yang tidak
membayar anhgsuran tepat waktu, atau mungkin ada anggota yang
melakukan tawar-menawar terkait ujrah yang telah ditentukan, sehingga
kita harus benar-benar memberikan informasi yang jelas supaya anggota

paham.

7.P . Lalu jika ternyata anggota merasa keberatan dengan ujrah yang

telah ditentukan, solusinya bagaimana?

N : Biasanya kita menjelaskan kalau memang angsuran perbulannya
keberatan, baisanya kita mengarahkan untuk memperpanjang lamanya

waktu pembiayaan, anggar angsurannya tidak begitu besar.

E. Transkrip wawancara dengan Ibu Utik selaku anggota pembiayaan ijarah

multijasa dengan keterangan P sebagai Pewawancara dan N sebagai

Narasumber

1. P . Sejak kapam ibu menjadi anggota BMT Center Kube
Karanganyar?
N : sudah lama mbak

2. P : Apa alasan ibu memilih BMT Center Kube Karanganyar?
N : Karena sudah terbiasa dari dulu kesitu kalau ada perlu apa-apa

3. P . Untuk keperluan apa Ibu mengajukan pembiayaan ijarah
multijasa?
N : Untuk membayar biaya pendidikan anak saya

P :Apakah sebelumnya ibu tahu apa itu pembiayaan 7jarah multijasa?
N : Tidak tahu, saya terima jadi saja karena yang mengurusi sudah
mas Adi (marketing)

P :Apa saja persyaratan yang ibu penuhi ketika mengajukan

pembiayaan di BMT?
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N . photocopy KTP, KK, Surat Nikah dan agunan BPKB motor

sebagai jaminan

P : Apakah sebelum pencairan dilakukan survei terlebih dahulu?

N : Kalau dulu pas awal-awal iya, tapi kalau sekarang sudah tidak di
survei.

P : Berapa lama proses pencairan dilakukan?

N : Cepat mbak, paling satu hari sudah cair biasanya

P :Apakah penandatanganan akad jarah multijasa dilakukan
bersamaan dengan pencairan uang?
N . iya mbak, karena kan jumlah pembiayaan saya sedikit, jadi

biasanya penandatanganan akad dan uangnya di antar ke sini.

P : Apakah sebelumnya ada penandatanganan akad sebelum uang
diberikan?

N : Tidak ada mbak

P : Apakah ibu dimintai nota bukti pembayaran setelah menggunakan

uang tersebut?

N  :Tidak pernah mbak

P : Berapa jumlah angsuran yang ibu bayarkan dengan pinjaman
yang ibu ajukan?

N  : saya terakhir pinjam Rp 3.000.000 dengan ujrah sekitar 250.000
selama satu tahun

P : Apakah ibu membayar angsuran dengan tepat waktu?

N : lya mbak, karena mas Adi kesini untuk meminta setoran saya.

Transkrip wawancara dengan Ibu Tumini selaku anggota pembiayaan ijarah

multijasa dengan keterangan P sebagai Pewawancara dan N sebagai

Narasumber

1.

2.

P :Sejak  kapan Ibu menjadi anggota BMT Center Kube
Karanganyar?

N : Sudah lama mbak

P : Apa alasan ibu memilih BMT Center Kube Karanganyar?

N : Karena prosesnya cepat dan sudah kenal sama pegawainya.
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P : Untuk keperluan apa Ibu mengajukan pembiayaan ijarah
multijasa?
N : Untuk membayar keperluan sekolah anak saya.

P :Apakah sebelumnya ibu tahu apa itu pembiayaan zjarah multijasa?
N : Tidak mbak, saya hanya ngomong keperluan saya untuk apa, lalu
BMT yang mengarahkan.

P Apa saja persyaratan yang ibu penuhi ketika mengajukan
pembiayaan di BMT?

N : Melengkapi persyaratan photocopy KTP, KK< Surat Nikah dan
jaminan BPKB Sepeda Motor

P : Berapa lama proses pencairan dilakukan?

N : Cepat sekali, dulu itu saya pagi ke BMT membawa syarat-syarat,

siangnya langsung cair.

P : Apakah sebelum pencairan dilakukan survei terlebih dahulu?
N . Tidak mbak, soalnya saya sudah kenal sama pegawai-pegawai
BMT sana.

P :Apakah penandatanganan akad jiarah multijasa dilakukan
bersamaan dengan pencairan uang?
N :lya mbak, pokoknya kalau syarat sudah lengkap, tandatangan akad

uangnya langsung diberikan.

P : Apakah sebelumnya ada penandatanganan akad sebelum uang
diberikan?

N : Tidak ada mbak

P : Apakah ibu dimintai nota bukti pembayaran setelah menggunakan

uang tersebut?

N : Tidak dimintai

P . Berapa jumlah angsuran yang ibu bayarkan dengan pinjaman
yang ibu ajukan?

N : Kemarin itu saja mengajukan Rp 5.000.000, angsuran saya
perbulan sebesar Rp 250.000 selama dua tahun.

P : Apakah ibu membayar angsuran dengan tepat waktu?
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N . lya mbak, karena kan dekat dengan tempat usaha saya, biasanya
sebelum jatuh tempo saya sudah bayar.

G. Transkrip wawancara dengan Ibu Kadar Pujiyanti selaku anggota pembiayaan

fjjarah multijasa dengan keterangan P sebagai Pewawancara dan N sebagai

Narasumber

1. P . Sejak kapan Ibu menjadi anggota BMT Center Kube
Karanganyar?

N : Sudah lama, kira-kira 5 tahun yang lalu

2. P : Apa alasan ibu memilih BMT Center Kube Karanganyar?

N . karena prosesnya cepat dan mudah, marketingnya juga ramah-
ramah

3. P : Untuk keperluan apa Ibu mengajukan pembiayaan ijarah
multijasa?

4. N : Untuk keperluan biaya operasi ayah saya.

5 P :Apakah sebelumnya ibu tahu apa itu pembiayaan ijarah
multijasa?

6. N . tidak tahu, pokoknya saya ke BMT menjelaskan tujuan saya
membutuhkan dana untuk biaya Rumah Sakit, lalu BMt yang
mengurusnya

7. P :Apa saja persyaratan yang ibu penuhi ketika mengajukan
pembiayaan di BMT?

N : Photocopy KTP, KK, Kartu Nikah, dan jaminan berupa BPKB
Mobil

8. P : Berapa lama proses pencairan dilakukan?

N . Sangat cepat 2 atau 3 hari sete;ah saya mengajukan, dananya
langsung cair

9. P . Apakah sebelum pencairan dilakukan survei terlebih dahulu?

N . lya, karena jumlah pembiayaan saya banyak
10. P :Apakah penandatanganan akad Jarah  multijasa dilakukan

bersamaan dengan pencairan uang?

N . lya, pada saat tandatangan akad, lalu uangnya diberikan
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P :Apakah sebelumnya ada penandatanganan akad sebelum uang
diberikan?

N : tidak ada, hanya tanda tangan sekali pada saat uang diberikan

P :Apakah ibu dimintai nota bukti pembayaran setelah menggunakan
uang tersebut?

N : tidak dimintai

P : Berapa jumlah angsuran yang ibu bayarkan dengan pinjaman
yang ibu ajukan?

N : Saya dulu mengajukan untuk biaya Rumah Sakit sebesar Rp
10.000.000 dengan angsuran perbulan kurang lebih Rp 1.000.000 selama
satu tahun.

P : Apakah ibu membayar angsuran dengan tepat waktu?

N : 1ya, saya membayar tepat waktu
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Lampiran 4.Brosur.

Gambar 4.1 Produk Pembiayaan di BMT Center Kube Karanganyar
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Gambar 4.2 Produk Simpanan BMT Center Kube Karanganyar
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Syarat & Ketontuuan Boriaica
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Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian BMT Center Kube Karanganyar.

’ KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH( KSPPS)
-

' BMT CENTER KUBE KARANGANYAR

BMT ' “me* | Badan Hukum No. 180 S 18/S2/BH/2006
- J1. Lawu Timur KM. 17 Bejen Karanganyar Telp (0271) 6499200

No 0003/ PenchtianBMT _C/12020
Karanganyar, 20 Februari 2020

Assalamu’alikum Wr. Wh
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama Catur Hen Prasetyo, A Md

Jahatan HRD

Instansi/perusahann BMT Center Kube

Alamat JI Lawu timur KM 17, Kadipiro, Karanganyar
Telp (0271) 6499200

Menyatakan bahwa perusahaun / instansy/ industn kami Bersedin / Fidok-Bersedia schagai
tempat Penclitian Akod ljarah Multijass yang akan di lakukan sejak surat imi diterbitkan dan
berlaku selama satu bulan serta dapat diperpanjang apabila diperlukan

Adapun penchiti yang kami tenma sejumiah 1 orang atas nama

L. Shela Octavia Hukum Ekonomi Syarinh
(162111317)

Demikian surat konfirmas: it kami buat agar digunakan schagaimana mestinya

Assalamu ulikum Wr. Wh

Hormat Kami,
BMTCENTER KUBE KARANGANYAR
~ ‘.
Catur Heri AN

HRD
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’ KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMEBIAYAAN SYARIAH( KSPPS)

@ BMT CENTER KUBE KARANGANYAR

o —
BMT| ‘e’ ) Badan Hukum No. 180 5 I8/S211/2006
- JI Lawu Timur KM. 17 Beyen Kamnganyar Telp (0271) 6499200

Karanganyar, 10 Maret 2020
Assalamau alikum We, Wh

di bawah i, saya

Nama Shela Octavia

NIM 162111317

Jurusan : Hukum Ekonomi Syanzh
Telah mewawancan dengan pihak BMT

Nama Catur Hen Prasetyo

Jabatan . Administrasi

Nama Diyan Wiyono

Jabatan Kabag Pembiayaan

Nama : Dyah Nurmini

Jabatan Kabag Keuangan

Nama Arifiani Hidayati

Jabatan : Supervisior Marketing

Demikian surat konfirmasi ini kami buat agar digunakan scbagaimana mestinya

Wisalamu 'alikum Wr. Wh

Hormat Kami,
BMTCENTER KUBE KARANGANYAR

£ 7%
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Lampiran 6. Dokumentasi Pelaksaan Penelitian.

Gambar. 6.1 Wawancara dengan Bapak Catur Heri Prasetyo selaku HRD

BMT Center Kube Karanganyar

Gambar. 6.2 Wawancara dengan Bapak Diyan Wiyono selaku Kepala Bagian

Pembiayaan BMT Center Kube Karanganyar
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Gambar. 6.3 Wawancara dengan Ibu Diah Nuraini selaku Kepala Bagian

Keuangan BMT Center Kube Karanganyar

Gambar. 6.4 Wawancara dengan Ibu Arifiyani selaku Supervisior Marketing
BMT Center Kube Karanganyar
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A N .
Gambar. 6.5 Wawancara dengan Ibu Tumini selaku anggota pembiayaan

jjarah multijasa

Gambar. 6.6 Wawancara dengan Ibu Utik selaku anggota pembiayaan ijarah

multijasa
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L N

Gambar. 6.7 Wawancara dengan ibu Kadar Pujiyati selaku anggota

pembiayaan jarah multijasa



Lampiran 7.Surat Perjanjian Zjarah Multijasa.

AL L AMRMIE WY, 1OV TS TT AV

e e
x p“"tﬁ‘ m’ -l
AKAD PEMBIAYAAN IJARAH
Nomor : 04432/IJR/BMT_CA2020
“Allah tebad menghalalhan jual beli dan mesghasamban cbs, " (QS. Al Bagarsh - 275)
“Haui orsag-omng yang b , penuhilah akad-abkad (3 ) dta " (QS. Al Maidah 1)
“Bareg dengas sckat mengembalikan, maks Al shan Eenkan Larohah dan b ok iyt daes Barang sapa
mw:-&::ﬂmw.mw,mu AR aban membuat harta s tidak basolkab dan h s bangheut.” (Hadst dan
Abu Hataeah RA )
Yang bertanda langan &l bawah in -
Narmg * Marfing, SE
edan
2 -mw S PENGURUS No. 010CHS- B | mn
+ JU Laswy Timur KM 17 Kadipiro, Beyen, Karangary
mmmummummswammmmmwmmwmn Lawy Timur KM 17
Karanganyas, selanjuonyd disatut PIMAK PERTAMA.
Nama . SISWANTO
Ao Retosing 1 011104420
Pebarjsan | Karyawan Swasta
Alamat | WAGAH 273 POPONGAN KARANGANYAR POPONGAN KARANGANYAR
NoXTP : 2090106750002

Dafam hal ink bertiedak atas nama pebadi dan alas rama anggeta KSPPS BMT CENTER KUBE KARANGANYAR. salanjuinya discbut sebagal PIHAK

KEDUA,

PIHAK PERTANA dan PHAK KEDUA bosama sama selarjuings daabut | PARA PHAK

mmxmnmmmwwcmwmwmwwm"mnmmammwmwmn
i dengan

i dan sapakat mang

oleh para saksi ysag tut bertanda i agon di bowah ini, cangan kelestian dan

SYaE-5y et sehaga berikul
wmmtmtwmnwummmmmnmmwmm

PASAL ¢
{ma'jur)- mya Admbati pada pihak lain desgam nukum sebage bericut

2 p g -

PHAK PERTAMA sebagal MUALIR (Pembert Sews)

PIHAK KEDUA ssboagsl MUSTAUR (Penyewa)

Barang yang disewakan (MA"JUR)

Hirga Sews [UJRAH)

Nantaaat Sown (MANFAAT)

30 Qabd atau SIGHAT yallu mengena ketonduan Jamiah hanga pokok objek yang disewakan, ngka wikly sewd, Co%a pembayirsn, hgs jasa
Serws dus jaud lampo.

PASAL2
WPER?MMMM!MW!MMWWM@ 10.000.000,00 ( Sepuluh Juta
rupéah) guna BIAYA PENDICIKAN uniuk keporan PIHAK KEDUA,

PHAX KEDUA gakuyl dengan seb ya iefah amangh pembiay faroh ferse. ot 0f alss sebagai hutang bepada PIHAK
mmwmuwmmwmmwmmmma
mumwmmmmumumummwmm
ditayarkan bersamaan mmmmmummnmmwmn
folad menjad sebesar Rp. 13840 000,00 ( Tigabedas Juta Detapan Ratus Empat Pt Ribu Rupiah)

PASAL 3

txmmumwmmumummrmwwww
1. smmmamm-m Dus Pulsh Empat Butan sebanyak 24 { Dus Puluh Empat) um

2 Dengan rindan angswan per bulan sebagal berkut :

& Angsurm Poksk 1 Rp 417.000.00
b Argsunn Jesa Ra. 160.002,00
o TAWAP 3 -
mm Rp. 00
Pambayoran angsuran setiap bufan tangga! 7

dArien:

K I Lawu Tee KM 17 Kawganrpa Telp 80271 ) 649000

Gambar 7.1 perjanjian jjarah multijasa halaman pertama mengenai

penjelasan penggunaan dana, yaitu untuk Biaya Pendidikan
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PASAL4
Pihak kedua (I senyu dan sangoup Uik mambayar dimuka sacara una seluruh bigya-iaya yasg dlimbuken skbet da skad pembiayzan ini
" Adupun bieyabiaya lorsebut meipat! ;
1, ays Asevenias Rp. 20000000
2 Natwrn Rp. 12 000,00
3 Nowrs | CReP I CPM Rp. 125 000,00
S e *Rg. 10 000 00
6 Swmpanan Pokok Argoot : Rp. le:mmw
7. Smpanan Wag Aggots \
lm:v:vl B 106050 -
Yot Siays : Rp. 417.000,00
PASAL S
PARA PIHAX sabijs urtik mengaboid persetuuan 1l Dia PRAX KEDUA selah par seluh yang cieharkan olsh PHAK
PGRYMMWWWWKRYM
. PASAL S
1. Gonameny 1y3a yung dbert:an dan ureuk menunukkan (thad bafk, maka PIHAK KEDUA membarkan aginan

Fas prerdeayaan 1sebul Denuds
mmmmmummmmmmumommamm"‘w
tersebut Cigur ustuk peny il piejaman. Asabla boum mencubup LUk penyesaan, Meke Agunen Pendampng dgunakan
SR0IGE S penyolesalan yang mebput

1 ( Sem ) bdang tanah |
1. Nomor SHM B e ) Nama Permite { MAREM
Nomor SHGB : Desa : POPONGAN
Tl Senfficat (TNl Matuahan 3
No Sarat Useer S125MWg58 Kocamstsn - KARANGANYAR -
Luas Tansh T1TAIM2 Katuparon  KARANGANYAR

wmoummummmmwmmm SOGyE araEn mergad
MMIMﬁwm Sewigbannys dlunasl. Seninggs tia 2 buan demuns st waz'l'immmmmw

fa,maka PHAK | &) berhak g Earang jamisanharang-brang degangartanng
KBQIEtaN Usana yang iy Mrsetut UMLK mekinas kowaitan -
Jinx st penjualinvislang mash ssa eniuk PIRAK [ ﬁm-nmanmmmnm.

=N

mmnmnmm.mMImmmW- it mamingattangacican dengen
C3ra 30apun barng lersebet of alse ca

PASAL Y
Biamana PI4AK KEDUA tdok meny yaran kombal p ¥ Mesioy: sesus jadwal angsursn
mmmmmmwuamm-mm yolesakan oy . M;:
FNgKa wakh: 14 (empat elas) hart seyak tangaal pombiayiesn angeuran wald diakukan. = X
PASAL 4

. omwmummmmmmvmmnwmmmm diperigkan -
1. Unhk k gan dan - imm&mwwwﬂunmmamm
zmmmmmmmmmmmmm"mmmmm]mm

mmmmuamumnam.

) PASAL § .
. u-wum“ mmmmmmmnmmmmmmmmw

PIHAK PERTAMA

Gambar 7.2 merupakan penjelasan mengenai jenis agunan yang digunakan
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<4 7 “BMT CENTER KUBE

BT == ) KARANGANYAR
e

Badan Hukum No. 180.518/52/BH/2008

SURAT KUASA
UNTUK MENJUAL BARANG-BARANG YANG DIJAMINKAN
KEPADA BMT CENTER KUBE KARANGANYAR

DISERAHKAN BEBAS DARI SEGALA BEBAN DAN PAJAK
Yeng bertanda tangan dibawah ini -
Nama MARIKEM
Alamat - WAGAH 2/3 POPONGAN KARANGANYAR
No. KTP : 3313094 10762006 7

Duuanqa kan bahwa kend /tanah Int Benar - benar mehik says pribadi, dan saya msemmbert Kuxsa penub yang bdak dapat
deenk kembah, juga bdak akan berakhir kwena schab-sebad ymog ditetapkan dalam Undang-Undang kepads BMT CENIER KUBE
KARANGANYAR. Ustuk dan atas nama pemben kussa bertindak sedagu penjual sas Kendaraan / Tansh dan bangunan dengan can-cin ©

1 ( Sstu ) bidang tanah :
3 1. Nomor SHM 12473 Nama Pesmilik - MARIKEM
Nomor SHGH : Desa POPONGAN
Ty Serufika S OTNU198R Kelurahan
No Surat Ukwr 12925MM/ 1998 Kecamatan - KARANGANYAR
Luas Tanah 1743 M2 Kabupaten * KARANGANYAR
dengan keterangan sebagal berikut
PBJDUMAKUASAWMMMW_”W“MPEML Rl KUASA sas seenpst lain dimana
kendarsan / tansh dan bangunan itu berada, guma d 7 ansh dan b dengan cin-can tersebul & atas dan PEMBERI

KUASAmpMI-qunmmmmrm—AmKMmmmlumnyuM
/ tanah dan bangunan kerscbut kepada ssapapun jugs dengan memakai hargs yang
t-mlqﬂoleham(mltubexmww mmummwuwmmum denda, dan bazya-biaya lannya,

3232 bersih diserabiam kepada pembert kuasa, Apabila masih kursng neaks tetap | krodit sampa dengen pelunasan.
Swuhaummmwmmmlhwllwulnmﬂmhmmml(mnmnpw.mm
MM”MMWJMWWMMMMMM&M P batas wakty

mﬁnmummnmwummmmmummm
#a surst sanjl membaysr surst peagakuse wismg No. .
Serat Kuasa i berakhir setelah pinpaman kepads BMT Cemer Karanganyar dilusas:

Kunngenywr , 07 Februari 2020
%&w&_ (‘3‘1 st Penerima Kuksa

i TEANE221069068
000 &b

ANGGOTA

Saksi / Peajasin Kred
N (. SY A L) -

Gambar 7.3 merupakan surat pernyataan kepemilikan agunan yang di

jadikan jaminan



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH A I}

BMT CENTER KUBE !

KARANGANYAR
Badan Hukum No, 180.518/52/8H/2006

L—”l nt"‘ ﬁ' -' i

AKAD PEMBIAYAAN LIARAH
! Nomor : 03251/WR/BMT_C/Ii/2018 L]
"Alsh telah menghalalionn jusl bl dan mesgharambsn e (S Al Bagurah 1 275)
“Hai ocang-oney, yang becenan, peoahdah skad-akad (pedanjian) e (QS. Al Maidaly - 1) i

- Bl i i o o B

4 : W”Wﬁlw*lﬂ-.n‘hmg-nmbwhmmﬁuWMMFWS'M“?

Nara
‘r : Manager

LE (Berdasarkan SX P INGURUS Mo 0UKKS-IMT CAW2007)
'.‘; Alsenat A Law Timur KM 17 Kadipeo, Begon,

nrww.wwnammmn&

sopa meminam deogan iekad mengembeikan, maks Allah skan memberkan bwokah dea membanh.

3
|
i

Abw Harssh RA )

Karanganywr
mmwuummmmmMWanmamrmmu

: . Manggeng RT 0209 Cangakan KRA,

TP ¢ 33 1306070886, 0008
'l WMH mummmmmm KSPPS BMT CENTER KUBE KARANGANYAR, srianjtya disebut setagsl PHAK

wwmmuwm

% UPARA PIHAX dengan per dan ot phak matapUn NG SUOUE
YV i dan sepokat mengadakan akad ,wo.aw‘ sikan loh para saksi yang KUE bertands ngan o b i, dengan ketentusn can
’!~m“w: ( :
ABAL 5
mmmmmm”ummwymm”mmm)mm-;
[mafur)-rys wembal pada pihak lain dengan fdan Sebagal Derkt | l
. PIHAX PERTAMA sebagai MU ALIR (Pemben Sewa)
o1 PRAK KEDUA sedagal MUSTAUIR (Peryewa) ¢
Barang yang disewakan (MA'JUR)
wmmn I
uwu%ﬂnmwmmwwmmkmmumm harga jisa, ¢
1 sewn dan jatuh fempo. 5:
; 7

mremmwmmmwmwmmu uusmmn uﬂ

pwmmwm L
PIHAK KEDUA mengakul dengan mah amanah p Y wmouwmmnwi
oy membeyar kngs dan ponuh

dorjanj WMW sanggup sebagaimana mestnys. ‘
Emnm.:xmammmmuumlmm ruplah) yorg gkan dbayartan.

' 3{' dengan p ookok piniar m-ummmmmwwmuwu;‘
* ,, 1.095.000,00 (Ss6u Jute Limabelas R Rupiah) :
aie |1 ._
Rl “Rp 1 i
ComE AR b A Jess -Rp. 15.000.00 i
o oapas e o TAWAP Ba - |
;3 :i HE Jumiah Angueran :umm !
et T Pe P
e e wm:m-.--.uumml ‘ '
e “n
ig: ‘ y |
.5 "1-' il ) i
~v et ll i I
PLERS : ‘
- 3 I’: ¥ Tamier R Lows Towes KM "nm; Tr«m;m

A A &0 Wb e s ol 5 AP 5
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Ty e = CHERTIN TSI M S o = e
c i <

e T T o T pap—

o ———_ T

I e 4P e st

B

e ettt SR

Gambar 7.4 Perjanjian Jjarah Multijasa yang digunakan untuk mengembalikan

Pinjaman
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' I‘ KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH A / 3 | ' 3
o A S -{é BMT CENTER KUBE 1 i,
§ o 3 ) KARANGANYAR

Badan Hukum No. 180.518/52/BH/2008

| N
e 5 i DRI o '
g T | d
O SN AKAD PEMBIAYAAN LIARAH i
% oyt N Nomor : 03856/\JR/BMT_C/.(12018 A
: gl “Allah telsh menghalalias jusl heli %0 mengharsmbian rbe” {QS. Al aqersh - 275) i
ad “Ha oeang-arsng yang berniman, peoshilah akad akad (perunpss) in ™ QS Al Maidah : 1) B
hmmmuwmAunmmummm dan harang sispe |
. yoemve wam dengan oiat odak mesgemmbaikan, maks Allsh skan membest harms i tdek harkah e ot " (Hades dan
-t Abs Hureinah KA) ‘ !
4" Yang batanda langan @ bewa i :
<oy, Nema © Marding, SE
- dbsan

© Manager H
(Bavasarkan SX PENGURUS No. (SKUKS-BNT_CH2007) f
Nomat © L Lawy Timur KM 17 Kadp, Sajen, Kaanganysr R
Datam jabatanitya sebagal Mansjer dar: atas nama KSPPS BUT CENTER KUBE XARANGANYAR yang beriaduduban A Lawes Timur KM 17
Karasganyar, selnjutniya devebut PHAK PERTAMA.

2 % Nama | AGUS SATRIY)NTO
T e NoRskaning : 011100648
Peesaar  Wiraswasls
T Alamat © Marggung RT 0006 Cangakan KRA,,
No KTP < 30106 070885 0008

a0 Mwﬂmﬂmmmmmm mmmmmmmmmmm
o 4 mmmmmmmmm PARA PIHAK

e mmmmmmwmmmoﬂmwummmiwm

Inl dan sepakat meng: wad iysn dengan disshsiban coh para saksl yang ikt bertanda tangan & tawsh iy, dongan kelentuan dan

Syt syarat sobog berkut © i

= PASAL 1 1¢

e

wa ummmvmmmwmmmnmmmmmmmm |
o+ ik 30wa dan Jatu lempo.
PASAL 2

PIHAK PERTAMA menyetfd unfub menyediakan pembtisyaan faroh kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 500.000,00 ( Lims Ratus Riby
ruplah) gura PAJAK KENDARAAN eniuk kepestuan PEAX KEDUA.
PIHAK KEDUA mengakul dengan sebonamya felah menedma amansh pembiayaan Haoh tersebut di Ay sebags hutong kapads PHAK
PERTAMA dan berany akan digunakan secar sungoui-sunggeh Serta Sangoup Mmombaryar knas dan penuh sebagmmana moslingg. y
mmnmuwmmmmumu(mm& ruplah) yarg shan (bayarkan

dengan pemi: pokiok piny sebesar Rp. 500.000,00 ( Lise Ratus Ribu rupish) Sehingga il menjadi sebess Rp,
N m(uuu-uummw

..

»
s
vyl 7oA. b

! PASAL 3

- 4 mmmumwmummmmm.wm: {

o 2 Sistoen marbeys dengan sngsuan. ’
TSR mmwmmm Empal Bulan sebanyak 4 ( Empat) kal - gswan, :

© 77T 402 Dengan rincian angmuran per bulsn sebagsi bedhut 8 e
ad Ny & Angseran Pokos < Rp. 500 090,20

‘y o Angeemn Jesa Fp. 1250000 x4
U e T Mo +
v | Jarriah Argeursa : Rp. $50.500.00
2.y Pambayaran agsuran Glsokan setisp bulan tanggel 17 b

Yoo o1 A Pengembalian skl | jatub tempo taagal 17 Januad 2019

l
|
L s
vy ’.I',
1 ll

L) ’
p f N Ko | lu-r—muxmnbmﬁ)“
’ e e

¥

Gambar 7.5 merupakan perjanjian Jjarah Multijasa yang digunakan untuk
membayar pajak kendaraan
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35304 * o1y i
FEiED } KOPERASI STMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SY /. RIAH 1 oE
S BMT CENTER KUBE i
. 4| k) KARANGANYAR ' il
$ 485 Badan Hukum No. 180.518/52/81/2008 1 k
e i
"::1. } l—’;m. ] . 3 ]
35, X |
g, of AKAD PEMBIAYAAN LJARAH : :
Potva ! Nomor : 0320V UR/BMT_C/IU2019 1 3
o Ol | B “Alb tele’s meoghalaliun jusl bek dun mengharumian o (QS. Al Bagacsh : 275) N5
s .g “Hai orang onng yang beriman, pevahih akad akad (pedesis o) i (QS. Al Maidah : 1) | hi
205 :M-“-mwumuhmmmwu wmbuott melunamoys, deo banag sspe | f:
[, rbewenjm dengan niat tdak eengensbaliban, make Alh wion membut ke fidjk barokab.d =\ membustiys banghine.” (Hadiet dan PR
» ‘i‘ h - Aba Humiah RA) E ' - i
“7Yang bertanda tangan of bewnd i it : i
T o) Nea o : Warfina, SE Vs pon fooiF
=T amen : Manager o i1 4
F1E0 ¢ (Bordasarian S NGURUS No. OUKXKS-BMT_CAZ007) i g
oAy Aemat + N, Ly Timur KM 17 Kadipio, Bewen, Kaeanganyar 11 3
.- ey “Daam jabatannyn se0aga Manae da 35 nama KSPPS BUT CENTER KUBE KARANGANYAR vang bartsdudukan X, Lawy Timsr KM 17, - :
<2 ", Kamnganyar, selaniutnya dsetut PHAK PERTAMA l: t
£ 427 am - DARMAWAN NUR CAYANTO 5 pe o
T 0l NoReeng 011100028 HE
# 3l Prkoraan ; Karyawan Swasta ’ i
e~Nan +; SEMIN 1/1 BANUARDAWUNG TAWANGMANGU, BANDARDAWONG, TAWANGMANGUY
= Sh Mok + 3313050804300001 | #
‘;,":: mmnmummmumm mmmmwmmmmwm‘ﬁ }
3 s qwmmnmmmmm - PARA PIHAK E
;""‘ mmmmmuwu—uwmwummm-mm;
“ l‘q uuwmummmmmnmmmmdmnmmm :
z ‘.i Syaral-syarat sebagal berkul © i :
L4 PASAL 1 i
- 3 ' PARA PIHAK sopakat untuk melakukan pembayaran dangan skad UARAH yatu borusa pembiajsan dengan Minsip jsewa (karsh) yang obyek
23 § - parvowaan (majur)- nya cisewakan kembal pada pifak Lin Gengan fuus sebagal benud - ti !
(50, 1s  PHAK PERTAMA sebagal MUAJIR (Pember Sewa) i: 3
” 7 PHAK KEDUA sebagai MUSTA'UIR {Penyewa) | 3
2 amey 3 Barng yang dsewsian (MAAR) iy
R l 'Harga Sews (LURAH) it
“a TT SE ' Manfaset Sowa (MANFAAT) 4
; ;‘;{'h woﬂmm«tnmmmmmmwmmmmmmmmp »
S e i 4
LAY e PASAL 2 i3
et g mmmmmmmmmmmmu-munmuv i
e.i"j‘x :v. rupleh) una TALANGAN HAJI uniuk keperuan PIHAK KEDUA. &
‘;“"}h mmm”mwmmmm-wdummwm 1
RN R PERTAMA dan berfani akan dqunakan secars sUngguh-sungguh 6413 SaN0Up Jembayer nas dan penuh sebanamana mestiya. :
ke mmhmu&mammmmmmﬂ(&n«mmnwmu a
;5‘?,» . dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pokok pmaran sebesar Rp. 50.000.000,30 ( Lima Pul Ju's npiah) Sehinggs wel mened .
CAEH 11 vebeear Ry, 5.000.000,00 ( Sembilan Pudh Lime Juta Ruplab) o
S ¢ ¢
(v ! : PASAL 3 |3 k
e Mmmmmwmmmmmmmww ’
J_.-k‘ wwm \
;‘- " £1 1, Gistom membayar diaksandan dakam jangka wakty Enam Puich Bulan sebanyak 60 ( Enam Pukdl) kak angsuran. !
1 T L& 2 Dengan rincian' angsuran pur bulan sebagar borkut © v 2
PHARE R n Aagunn Pokok R 334.000.00 bl o
var g0 [aal b Mg e Rp. 750.000.00 {3
! ,;‘g( | o TAWAP : x i {
tAvE It Jusish Asgauran Rp. 1.595.000.00 A1
-‘.":s‘ i Pembayaran angsuran dlgkukan setiap bulan tanggel 1 R 1
"gebu |3+ 3 Pengembatan terakh ) jutuh teempo tangel 01 Maret 2024 g
i Y
Rh Rl | B b
gl P
cbe CRIE /L‘ 1k
i ;‘_ ' a3
B
$ [ -
3 1y &
i " Konece - lm_mnm ;{ ‘
i .98 |
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ROPERAN SIMPAN PINIAM P MBIAY AAS S ANIAN

' '
i
ENTER KUBE
' ‘ aMTfa:.u'...\.’n an ‘
Reden Mo 180 8 »

4 e b Ty e nghiabelh s padt T b w gl b
AT TR T e

b
e

Phat wary et et
Ihubes bont

P S

Y S e T TR e T
R

ot wovn o et bty oy suken an b b

“Dhanmay seope st Mroges (vhod veng i habbin

v omamgarr, e maet bulah v dies . #rebs \ . b
Ao o o WA

¥y S e 3 Dt o
Name Martina, 8E
Laar o
(Daiasarnas 57 PR he FRUVRN THL e )
Aarat 2 Lo Tewr o NV an Haen Ky G g
D Abanys wtagh Ve Lo A rana KSPOS BT TENTER OBl SARANCANCAR pany tarsehadodr 1 o T oV |
HawQary X setanutrya sets AR SERTAUL

Nare ARIYA DECY KURMANAN CO GUNRAWAN B UTOMO

o Remerang LURER L

Pes 200 Weave

Vet Dwran AT 07 7 00 Dhevan Copar #men

NoxTh AN 8 At

Dphar M ov DEINGSs 234 N D DEO 080 MmN angie AL GNT LN A e ARANY INTAR gt ga et e
DA

PriAx PERTAMA gan PHAK MEDUA Dorama 4 seany 71ys Sertid FARE Eniis
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